V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekon Kediri berumur 17
tahun ke atas atau telah menikah. Responden tersebut telah memiliki hak pilih
dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tidak memberikan
suara atau tidak memilih dalam pemilukada Pringsewu 2011. Perilaku tidak
memilih/golput pada masyarakat Pekon Kediri ini sebesar 28,69%. Jumlah
responden dalam penelitian ini, yakni sebanyak 82 orang. Berdasarkan
kuesioner yang telah disebar, dapat diketahui identitas responden yang
mengisi kuesioner. ldentitas responden dalam penelitian ini dapat dilihat

berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan responden.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini berjumlah 82 orang yang terdiri dari jenis
kelamin laki-laki dan perempuan. Distribusi jenis kelamin responden

dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:
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Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No. | Jenis Kelamin Frekuensi Persentasi
1. | Laki-laki 49 59,76%
2. | Perempuan 33 40,24%

Total 82 100%

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner Tahun 2012

Tabel 16 memberikan informasi mengenai perbandingan jumlah responden
antara laki-laki dan perempuan, yaitu responden berjenis kelamin laki-laki
sebanyak 49 orang atau sebesar 59,76%, sedangkan responden berjenis
kelamin perempuan sebanyak 33 orang atau sebesar 40,24%. Peneliti
menyebarkan kuesioner dengan snowball random sampling. Pertama-tama
peneliti mencari informasi masyarakat yang golput dari satu rumah ke
rumah lain. Setelah mendapatkan sampel maka dilanjutkan dengan
mencari informasi sampel selanjutnya. Peneliti bertanya kepada mereka
yang telah menjadi responden untuk menunjukkan masyarakat lain yang
golput. Responden yang menjadi sampel juga tidak memiliki batasan dari
segi sosial dan ekonomi, meliputi jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan
pendidikannya. Kategori utama sampel dalam penelitian ini adalah
masyarakat Pekon Kediri yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilukada Pringsewu 2011.

Berdasarkan pemakaian teknik snowball random sampling, peneliti lebih
banyak mendapatkan data yang berjenis kelamin laki-laki daripada
perempuan. Kenyataan ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak
Kusno selaku Kepala Dusun Kediri Il di Pekon Kediri (sumber: riset pada

3 September 2012). Menurut beliau, angka golput di Pekon Kediri lebih
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banyak disumbangkan oleh pemilih yang berjenis kelamin laki-laki

daripada perempuan.

. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi ke
dalam tiga bagian yaitu: (1) umur muda: 17-35 tahun, (2) umur dewasa:
36-54 tahun, dan (3) umur tua: 55 tahun ke atas. Pembagian usia
responden ini didasari pertimbangan produktivitas masyarakat. Gambaran
umum mengenai umur responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No. | Umur (Tahun) Frekuensi Persentasi
1. | 17-35 39 47,56%
2. | 36-54 31 37,81%
3. | 55 tahun ke atas 12 14,63%

Total 82 100%

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat diketahui mengenai usia responden
yang didominasi pada rentang usia antara 17-35 tahun sebanyak 39 orang
atau sebesar 47,56% dari jumlah responden. Responden yang masuk
kategori umur dewasa, yaitu 36-54 tahun sebanyak 31 orang atau sebesar
37,81%, sedangkan untuk kategori usia tua, yaitu 55 tahun ke atas
sebanyak 12 orang atau sebesar 14,63% dari jumlah responden sebanyak
82 orang. Jumlah responden paling banyak yaitu pada rentang usia 17-35
yang tergolong usia dewasa dan memasuki usia produktif. Usia dewasa
dan produktif ini pada umumnya memiliki daya ingat dan daya tangkap

yang baik serta memiliki kedewasaan dalam berfikir.



82

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan memberikan gambaran secara tidak langsung mengenai sikap
dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang
tinggi maka semakin tinggi pula pengetahuan dan pengalamannya begitu
juga sebaliknya. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka
semakin rendah juga pengetahuan dan pengalamannya. Gambaran umum
mengenai pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Jenis Pendidikan Frekuensi Persentasi (%)

1. | SD/Sederajat 56 68,30%

2. | SMP/Sederajat 17 20,73%

3. | SMA/Sederajat 9 10,97%

4. | Diplomal/2/3 0 0%

5. | S1 ke atas 0 0%
Total 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner Tahun 2012

Tabel 18 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak
didominasi oleh responden yang berpendidikan Sekolah Dasar
(SD)/sederajat, yaitu sebanyak 56 orang atau sebesar 68,30% dari jumlah
82 responden. Responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/sederajat berjumlah 17 orang atau sebesar 20,73%. Kategori
selanjutnya adalah responden yang memiliki pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA)/sederajat berjumlah 9 orang atau sebesar 10,97%.

Berdasarkan hasil di atas, terlihat jelas bahwa jumlah responden
didominasi oleh responden yang berpendidikan SD dan SMP. Mereka
yang belum dan hanya menyelesaikan pendidikan SD maupun SMP

memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Salah
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satu penyebab kecenderungan itu karena pengetahuan yang terbatas dan
menciptakan kesadaran politik yang rendah. Latar belakang pendidikan
mayoritas masyarakat memang tergolong rendah, akan tetapi wawasan
mereka akan penilaian politik tidak tergolong rendah. Kenyataan ini
terbukti dari mayoritas responden yang merasakan kepekaan terhadap
perpolitikan yang ada di sekitar mereka. Mereka mampu memberikan

penilaian terkait permasalahan terkait politik dan lain sebagainya.

Responden yang pernah menyelesaikan pendidikan diploma maupun strata
1 ke atas tidak ada dalam sampel penelitian ini. Peneliti menilai bahwa
masyarakat yang berpendidikan pasti memiliki kecenderungan untuk
memilih untuk memperlihatkan latar belakang pendidikan yang mereka
miliki. Mereka yang memiliki pendidikan diploma dan strata pasti
mempunyai wawasan dan pengetahuan yang lebih  sehingga
kecenderungannya pun pasti memiliki pertimbangan untuk ikut
berpartisipasi dalam pemilihan. Mereka juga pasti memiliki wawasan dan
kesadaran politik yang tergolong tinggi dibandingkan yang berpendidikan

rendah.

. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan atau mata pencaharian memberikan pengaruh penting terhadap
aktivitas seseorang dalam kesehariannya. Gambaran identitas responden

mengenai pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 16. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No. Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentasi (%)
1. | Petani/buruh tani 9 10,97%
2. | Buruh/ karyawan swasta 51 62,19%
3. | Pengrajin 3 3,66%
4. | Pedagang 4 4,88%
5. | Pelajar SMA/sederajat 7 8,54%
6. | Tidak bekerja 8 9,76%
Total 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 19, dapat diketahui dan dijelaskan bahwa pekerjaan
yang paling banyak dari 82 responden adalah sebagai buruh/karyawan
swasta, yaitu sebanyak 51 orang atau sebesar 62,19%. Kenyataan ini
dikarenakan sebagian besar penduduk Pekon Kediri memiliki pekerjaan
sebagai buruh dan karyawan swasta di luar Pekon Kediri. Responden yang
memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh tani berjumlah 9 orang atau
sebesar 10,97%, sedangkan responden yang tidak bekerja berjumlah 8
orang atau sebesar 9,76%. Mayoritas responden yang bermata pencaharian
sebagai petani dan buruh tani beralasan bahwa mereka merasakan malas
untuk mencoblos dan sebagian memiliki alasan yang berbeda, seperti tidak
ada pilihan yang lebih baik, jenuh dengan pemilihan, dan lain sebagainya.
Responden yang tidak bekerja didominasi dari kalangan perempuan yang
berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Mereka beralasan malas untuk
memilih dan belum menetapkan pilihan terhadap salah satu calon. Jumlah
secara berurutan dari yang tertinggi, yaitu sebanyak 7 orang (8,54%)
sebagai pelajar SMA/sederajat, 4 orang (4,88%) sebagai pedagang, dan

pengrajin sebanyak 3 orang (3,66%).
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B. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan sebelum kuesioner
disebarkan kepada 82 responden. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 30
kepada masyarakat Pekon Kediri yang tidak menggunakan hak pilihnya atau
dikenal dengan istilah golput pada Pemilukada Pringsewu 2011. Kuesioner
yang disebar hanya sebanyak 30 untuk melihat pertanyaan dalam kuesioner
memiliki tingkat kevalidan data dengan penelitian perilaku tidak memilih
masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada Pringsewu 2011. Kuesioner yang
terkumpul kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan correlation
product moment agar diketahui valid atau tidaknya kuesioner yang disebarkan
tersebut. Reliabilitasnya juga diuji dengan menggunakan cronbach alpha agar

diketahui tingkat reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini.

1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan terhadap data yang sifatnya
ordinal, sehingga pengujian validitas ini dilakukan terhadap item
pertanyaan faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan
politik, dan faktor latarbelakang status sosial-ekonomi serta pertanyaan
terkait perilaku tidak memilih/golput. Hasil uji validitas instrument
penelitian “Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Pekon Kediri Dalam

Pemilukada Pringsewu 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 17. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Faktor Nomor Item Validitas Keterangan
r-hitung r-tabel
1 0,732
Psikologis 2 0,506 Valid
3 0,575 0,312 rhitung > ltabel
4 0,405
5 0,561
6 0,609
7 0,410
8 0,589
Sistem 9 0,568 Valid
Politik 10 0,410 0,312 Mhitung > Itabel
11 0,548
12 0,599
13 0,548
14 0,552
Kepercayaan 15 0,614 Valid
Politik 16 0,454 Initung = Itabel
17 0,450 0,312
18 0,510
19 0,395
Status 20 0,553 Valid
Sosial- 21 0,645 Initung = Itabel
Ekonomi 22 0,553 0,312
23 0,680
24 0,613
25 0,756

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner Tahun 2012

Tabel 17 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan mempunyai nilai
Mhitung Yang lebih besar dari nilai rype Sehingga item pertanyaan dinyatakan
valid. Setiap item pertanyaan kuesioner ini dapat dijadikan instrumen
penelitian yang sahih dalam penelitian ini, dimana nilai rhiwng tertinggi
adalah 0,756 dan nilai rgpe terendah 0,395 serta riper memiliki taraf

signifikansi sebesar 5% adalah 0,312.
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2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan terhadap instrumen penelitian
untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Hasil uji reliabilitas
terhadap instrumen penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No. Faktor Nilai Keterangan Keterangan
Reliabilitas | Cronbach Alpha
1. Psikologis 0,707 0,600 s/d 0,800 Reliabel
2. | Sistem Politik 0,726 0,600 s/d 0,800 Reliabel
3. | Kepercayaan 0,640 0,600 s/d 0,800 Reliabel
Politik
4. | Status Sosial- 0,753 0,600 s/d 0,800 Reliabel
Ekonomi

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Tabel 18 di atas dapat dijelaskan besaran nilai reliabilitas secara berurutan,
yakni faktor psikologis bernilai 0,707, faktor sistem politik bernilai 0,726,
faktor kepercayaan politik bernilai 0,640, dan faktor status sosial-ekonomi
bernilai 0,753. Apabila dicocokkan dengan nilai interprestasi reliabel pada
tabel 5 maka diketahui bahwa seluruh item pertanyaan berada dalam
kategori cukup (0,600-0,800) yang artinya instrumen penelitian reliabel

atau cukup dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas di atas maka item-item
pertanyaan terkait faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor
kepercayaan politik, dan faktor status sosial-ekonomi dinyatakan valid dan

reliabel untuk dijadikan instrumen penelitian dalam rangka
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mengumpulkan data tentang perilaku tidak memilih masyarakat Pekon

Kediri dalam Pemilukada Pringsewu 2011.

C. Deskripsi dan Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Tidak

Memilih/Golput

Penelitian ini berjudul “perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri
dalam Pemilukada Pringsewu 2011” dengan tujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan apakah faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor
kepercayaan politik, dan faktor sosial-ekonomi yang menyebabkan perilaku
tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada Kabupaten
Pringsewu 2011. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil yang
didapatkan di lapangan dapat dipaparkan dari masing-masing faktor. Adapun

hasil dari keempat faktor penyebab golput tersebut adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi dan Analisis Data tentang Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan aspek yang menjelaskan ciri-ciri kepribadian
seseorang dan orientasi kepribadian. Kepribadian seseorang ini melihat
bahwa kepribadian yang bersikap tidak toleran, bersikap acuh, kurang
mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Apabila
dijelaskan lebih spesifik, kepribadian seseorang ini terkait dengan perasaan
yang dimiliki seseorang. Perasaan yang timbul ini disebabkan penilaian
atas perjuangan yang dilakukan seorang kandidat maupun partai politik

tidak sejalan dengan kepentingan mereka secara langsung baik secara
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perorangan maupun kelompok. Masyarakat beranggapan bahwa siapa pun

yang akan dipilih belum tentu akan mengubah keadaan.

Orientasi kepribadian yang juga merupakan bagian dari faktor psikologis
melihat pribadi seseorang yang menilai dari rendahnya sosialisasi politik,
tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas
politik tidak memengaruhi peristiwa maupun Kkebijaksanaan politik,
menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak
berpengaruh terhadap hidupnya. Gambaran pendapat responden mengenai
faktor psikologis dapat dilihat berdasarkan lima pertanyaan yang diajukan

sebagai berikut:

Pertanyaan pertama terkait faktor psikologis adalah tidak berminatnya atau
tidak terlibatnya responden dalam aktivitas politik dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

Tabel 19. Sikap Responden Terkait Tidak Berminatnya Atau Tidak
Terlibatnya Dalam Aktivitas Politik

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 Ya 43 52,44
2 | Tidak 39 47,56
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 19, dapat diketahui bahwa sebanyak 43 responden atau
sebesar 52,44% mengatakan “ya” mengenai tidak adanya minat maupun
tidak terlibat dalam persoalan politik ataupun aktivitas politik lainnya.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa tidak minatnya dan tidak
terlibatnya masyarakat Pekon Kediri dalam aktivitas politik berpengaruh

terhadap perilaku tidak memilih mereka. Beberapa responden mengakui
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bahwa saat kampanye atau sosialisasi politik dari salah satu calon maupun
partai politik, mereka cenderung memilih kegiatan lain. Keadaan tersebut
juga sejalan dengan pendapat Bapak Senen yang menyatakan bahwa lebih
baik bekerja agar mendapatkan rezeki daripada mengikuti aktivitas politik.
Pak Senen menyatakan masyarakat Pekon Kediri lebih tertarik untuk
mengikuti aktivitas politik kalau ada timbal balik, dengan kata lain
bersedia mengikuti aktivitas politik kalau ada untungnya. Mereka pasti
akan datang saat sosialisasi ataupun kampanye kalau calon atau partai
politik tersebut memberikan bantuan berupa sembako maupun uang
(sumber: riset pada 3 November 2012). Rendahnya minat atau keterlibatan
masyarakat terhadap aktivitas politik karena masih kurangnya ruang bagi
masyarakat untuk berpolitik. Politik saat ini identik dengan kaum borjuis

yang memiliki kekayaan yang lebih.

Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 39
orang atau sebesar 47,56%. Sebagian responden menyatakan bahwa
apabila ada kampanye dan sosialisasi dari kandidat atau partai politik pasti
mereka ikut berpartisipasi. Keadaan tersebut sejalan dengan pemaparan
Bapak Harianto yang menyatakan mereka yang mengikuti aktivitas politik
tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda, seperti mengharapkan
bantuan berupa sembako/uang dan memang sengaja mengikuti karena
mereka menyadari aktivitas politik bagian dari penyelenggaraan
demokrasi (sumber: riset pada 3 November 2012). Masyarakat yang ikut
dalam aktivitas politik ini masuk dalam kategori masyarakat yang

memiliki kesadaran politik yang tinggi.
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Pertanyaan kedua terkait faktor psikologis adalah perasaan jenuh
responden dengan banyaknya pemilihan. Hasil dari pertanyaan ini dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Sikap Responden Terkait Perasaan Jenuh Dengan
Banyaknya Pemilihan

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |VYa 67 81,71
2 | Tidak 15 18,29
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 20, dapat diketahui bahwa sebanyak 67 responden atau
sebesar 81,71% mengatakan “ya” mengenai perasaan jenuh dengan
banyaknya pemilihan. Persentase tersebut menunjukkan bahwa perasaan
jenuh masyarakat Pekon Kediri karena banyaknya pemilihan berpengaruh
terhadap perilaku tidak memilih mereka. Mayoritas responden setuju
terkait pertanyaan ini, hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sunarto
yang merasakan terlalu banyak pemilihan yang harus diikuti mulai dari
pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, sampai
pemilihan bupati. Pemilihan tersebut juga belum termasuk pemilihan
sederhana, seperti pemilihan kepala desa, ketua RT, dan lain sebagainya
(sumber: riset pada 3 November 2012). Pemilihan umum seperti
pemilukada tidak berpengaruh bagi hidup mereka dan perasaan jenuh
mereka diakibatkan menurunnya kepercayaan mereka terhadap citra aktor
politik maupun partai politik. Pemilihan umum juga dianggap
menghabiskan uang negara karena tidak efisisen dalam segi ekonomi

maupun waktu.
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Sebanyak 15 responden atau sebesar 18,29% mengatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini. Persentase menunjukkan bahwa hanya sedikit responden
yang tidak merasakan jenuh. Beberapa responden seperti Bapak Sunaryo
memiliki alasan bahwa mereka memiliki kewajiban sebagai warga negara
yang baik maka harus ikut dalam pemilihan umum. Bapak Sunaryo juga
berpendapat bahwa banyaknya pemilihan justru membuktikan jalannya
pemerintahan demokratis yang berasal dari rakyat (sumber: riset pada 3
November 2012). Perasaan tidak jenuh masyarakat Pekon Kediri dengan
banyaknya pemilihan ini tidak lepas dari tingginya kesadaran berpolitik

mereka.

Pertanyaan ketiga terkait faktor psikologis ini mengenai perasaan
responden dalam menilai kandidat yang kurang melakukan sosialisasi.
Distribusi jawaban terkait pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel 21. Pandangan Responden Terkait Kandidat Kurang Dalam
Melakukan Sosialisasi/Kampanye

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 41 50
2 | Tidak 41 50
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 21, dapat diketahui bahwa sebanyak 41 responden atau
sebesar 50% mengatakan “ya” mengenai kandidat dirasakan kurang dalam
melakukan sosialisasi/kampanye. Persentase tersebut menunjukkan bahwa
penilaian masyarakat terhadap kandidat yang dirasakan kurang dalam

melakukan sosialisasi/kampanye berpengaruh hanya sebagian terhadap
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perilaku tidak memilih mereka. Sebagian responden merasakan kandidat
kurang dalam bersosialisasi atau berkampanye, hal ini sejalan dengan
pendapat Bapak Andono yang menyatakan kurang maksimalnya tatap
muka kandidat dengan masyarakat. Bapak Andono juga menyatakan
bahwa sebagian kandidat tidak langsung bersosialisasi ke desa, tetapi
hanya bersosialisasi di kecamatan saja (sumber: riset pada 3 November
2012). Kenyataan ini diperkuat berdasarkan informasi yang didapatkan
peneliti dari Kepala Pekon Kediri, Bapak Heri Trinaloka yang menyatakan
bahwa sosialisasi atau kampanye kandidat yang berkompetisi dalam
Pemilukada Pringsewu 2011 hanya sebatas sosialisasi di tingkat
kecamatan (sumber: riset pada 3 September 2012). Minimnya sosialisasi
kandidat berakibat pada minimnya penilaian masyarakat terhadap kandidat
sehingga tidak terbentuk kedekatan emosional khususnya secara
psikologis. Masyarakat yang menilai minimnya sosialisasi kandidat juga
dilatarbelakangi oleh pekerjaan mereka. Kemungkinan yang terjadi adalah
disaat kandidat sedang bersosialisasi atau berkampanye, diwaktu yang
sama ada responden yang sedang bekerja sehingga mereka tidak

mengetahui secara pasti tentang sosialisasi salah satu kandidat.

Responden yang mengatakan “tidak” mengenai kurangnya kandidat dalam
melakukan sosialisasi berjumlah 41 responden atau sebesar 50%.
Persentase menunjukkan bahwa setengah dari jumlah keseluruhan
responden merasakan kandidat sudah baik dalam melakukan sosialisasi
atau kampanye. Kenyataan tersebut seperti yang diungkapkan Bapak

Sugeng yang menyatakan mengetahui kandidat-kandidat yang akan
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melakukan sosialisasi karena mendapat informasi dari Pamong Pekon
Kediri. Masyarakat Pekon Kediri yang mengetahui sosialisasi kandidat ini
karena mereka beraktivitas sehari-hari di desa saja sehingga mereka juga
mengetahui dengan pasti perkembangan informasi yang ada (sumber: riset
pada 3 November 2012). Masyarakat mengetahui kalau kebanyakkan
kandidat bersosialisasi di Kecamatan Gadingrejo dan hanya kandidat

tertentu yang bersosialisasi ke pekon-pekon.

Pertanyaan keempat terkait faktor psikologis adalah visi dan misi kandidat
yang kurang relevan dengan harapan dan permasalahan masyarakat. Hasil
rekapitulasi jawaban responden dari pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

Tabel 22. Pandangan Responden Terkait Visi Misi Calon Kurang
Relevan Dengan Harapan dan Permasalahan Masyarakat

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |VYa 67 81,70
2 | Tidak 15 18,30
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 22 dapat diketahui bahwa sebanyak 67 responden atau
sebesar 81,70% mengatakan “ya” mengenai visi dan misi calon kurang
relevan dengan harapan dan permasalahan masyarakat. Persentase tersebut
menunjukkan bahwa visi dan misi kandidat yang kurang relevan dengan
harapan dan permasalahan masyarakat berpengaruh terhadap perilaku
tidak memilih mereka. Visi dan misi seorang calon yang berkompetisi
dalam pemilihan pasti mengangkat isu tertentu yang menarik. Isu tersebut

tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
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Visi dan misi calon pun tidak dapat dilepaskan dari penilaian masyarakat.
Mayoritas dari responden menilai visi dan misi calon kurang relevan
dengan permasalahan masyarakat, hal ini seperti pendapat Bapak Sunarto
yang beranggapan bahwa perbaikan dari infrastruktur fisik tidak harus
menjadi prioritas utama dalam misi seorang calon, sebaliknya yang
seharusnya menjadi prioritas utama adalah perbaikan dari sisi infrastruktur
non-fisik, seperti kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan (sumber: riset

pada 3 November 2012).

Sebanyak 15 responden atau sebesar 18,30% mengatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini. Hasil yang didapatkan dari sebagian responden
menyatakan calon atau kandidat sudah memiliki visi dan misi yang sesuai
harapan dan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Sejalan dengan
pernyataan tersebut, Bapak Harianto menyatakan permasalahan
masyarakat tidak lepas dari infrastruktur fisik dan non-fisik. Masyarakat
menilai visi dan misi semua calon bersifat memajukan pembangunan di
Pringsewu (sumber: riset pada 3 November 2012). Keadaan ini merupakan
harapan yang diinginkan oleh sebagian masyarakat Pringsewu. Masyarakat
Pekon Kediri juga berharapan visi dan misi yang dimiliki semua pasangan
calon dapat diwujudkan nantinya terlepas hanya satu kandidat saja yang

menang.

Pertanyaan kelima terkait faktor psikologis adalah perasaan tidak puas
responden terhadap aktivitas politik dan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini;
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Tabel 23. Sikap Responden Terkait Rasa Tidak Puasnya Dengan
Aktivitas Politik

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 75 91,46
2 | Tidak 7 8,54
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 23 dapat diketahui bahwa sebanyak 75 responden atau
sebesar 91,46% mengatakan “ya” mengenai perasaan tidak puas terhadap
aktivitas politik. Persentase tersebut menunjukkan bahwa perasaan tidak
puas masyarakat Pekon Kediri pada aktivitas politik berpengaruh terhadap
perilaku tidak memilih mereka. Pertanyaan ini secara tidak langsung
berkaitan dengan pembentukan psikologis seseorang akibat adanya
penilaian dari identifikasi ketokohan dan partai. Kenyataan ini sejalan
dengan pernyataan Bapak Sugeng yang menyatakan tidak puas dengan
aktivitas politik karena menilai aktor politik dan partai politik selalu
terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Bapak Senen juga beralasan
apabila mereka mengikuti aktivitas politik belum tentu juga dapat
memengaruhi kebijakan politik yang ada (sumber: riset pada 3 November
2012). Masyarakat Pekon Kediri saat ini memiliki penilaian bahwa yang
diperjuangkan oleh kandidat maupun partai politik yang semata-mata
hanya untuk Kkepentingan mereka ternyata tidak sejalan dengan

kepentingan masyarakat secara perorangan maupun kelompok.

Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 7
responden atau sebesar 8,54% saja. Responden yang menjawab tidak

setuju didasari atas alasan bahwa mereka merasakan puas terhadap
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aktivitas perpolitikan khususnya di Pringsewu, hal ini sejalan dengan
pendapat Bapak Sunaryo yang mengatakan bahwa aktivitas politik di
Pringsewu setidaknya menunjukkan kemajuan dari yang sebelumnya.
Pemerintah sekarang bersifat aspiratif walaupun tidak langsung terjun ke
masyarakat untuk menanyakan permasalahan masyarakat yang ingin
diselesaikan. Aspirasi masyarakat Pekon Kediri saat ini dapat disampaikan
lewat aparat pekon yang nantinya membuat proposal untuk pembangunan

di pekon (sumber: riset pada 3 November 2012).

. Deskripsi dan Analisis Data tentang Faktor Sistem Politik

Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem
politik dan sistem pemilu. Penyebab golput yang dilihat dari sistem politik
karena kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah yang
notabenenya perwakilan dari partai politik juga. Penyebab golput yang
diukur faktor ini berasal dari wawasan pemilih mengenai tahapan
penyelenggaraan pemilu, manfaat memilih dalam pemilukada, dan teknik
pencoblosan. Faktor sistem pemilu ini juga melihat pendangan responden
dari partisipasi perempuan dalam pencalonan, sistem pemilu tidak
membawa perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, kinerja panitia
penyelenggara pemilihan (Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)), dan
lain sebagainya. Gambaran pendapat responden mengenai faktor sistem
politik dapat dilihat berdasarkan lima pertanyaan yang diajukan sebagai

berikut:
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Pertanyaan pertama berdasarkan faktor sistem politik ini mengenai
wawasan dan pengetahuan responden terkait tahapan penyelenggaraan
pemilu (pendaftaran calon, masa kampanye, dan jadwal pencoblosan)
sukar untuk dimengerti. Hasil rekapitulasi jawaban terkait pertanyaan ini
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Pandangan Responden Terkait Tahapan Penyelenggaraan
Pemilu Yang Sukar Dimengerti

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |VYa 56 68,29
2 | Tidak 26 31,71
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 24 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 56
responden atau sebesar 68,29% mengatakan “ya” terkait pertanyaan ini.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu
yang sukar dimengerti masyarakat Pekon Kediri berpengaruh terhadap
perilaku tidak memilih mereka. Alasan sebagian responden menilai
tahapan penyelenggaraan pemilu (pendaftaran calon, masa kampanye, dan
jadwal pencoblosan) sukar untuk dimengerti. Kenyataan tersebut sejalan
dengan pendapat Bapak Slamet vyang sukar untuk mengerti
penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan, baik dari
pendaftaran calon dan masa kampanye. Bapak Slamet juga mengakui
kalau dirinya tidak mengetahui dan mengamati perkembangan pemilukada
Pringsewu 2011 (sumber: riset pada 3 November 2012). Masyarakat
Pekon Kediri hanya mengetahui jadwal pencoblosan dari informasi yang
berasal dari sekitar lingkungan mereka, hal ini seperti yang dipaparkan

Bapak Kusno selaku Kepala Dusun Kediri 1l dan selaku Pengurus Ranting
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PDIP. Menurut beliau, informasi tersebut selalu disampaikan oleh aparat
pemerintah pekon beserta tokoh masyarakat lainnya. Bapak Kusno juga
menyatakan informasi selalu disampaikan oleh pengurus ranting partai
politik yang ada di sekitar desa seperti beliau dengan maksud
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih (sumber: riset pada 3
September 2012). Kenyataan informasi yang beredar tidak diimbangi oleh
beberapa responden yang mengakui dirinya tidak dapat memilih
dikarenakan sibuk bekerja dan tidak ada motivasi untuk memilih atau

malas.

Sebanyak 26 responden atau sebesar 31,71% mengatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini. Hanya sedikit responden yang mengakui dirinya mengerti
tahapan penyelenggaraan pemilu yang berasal dari informasi yang mereka
miliki. Kenyataan tersebut seperti yang dijelasakan Bapak Sunarto yang
mengakui kalau informasi yang didapatkan berasal dari surat kabar yang
dibacanya. Bapak Wibowo juga menyatakan kebanyakkan masyarakat
Pekon Kediri mendapatkan informasi tersebut dari tetangga, teman, dan
keluarga mereka yang paham mengenai penyelenggaraan pemilu.
Informasi lengkap mengenai tahapan pemilu biasanya berasal dari
pengurus ranting partai politik yang ada di sekitar desa (sumber: riset

pada 3 November 2012).

Pertanyaan kedua berdasarkan faktor sistem politik ini mengenai manfaat
memilih dalam pemilukada kurang dimengerti responden. Hasil jawaban

seluruh responden dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 25. Pandangan Responden Terkait Kurang Mengertinya
Manfaat Memilih Dalam Pemilukada

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 38 46,34
2 | Tidak 44 53,66
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 25 dapat diketahui bahwa sebanyak 38 responden atau
sebesar 46,34% mengatakan “ya” mengenai pertanyaan ini. Persentase
tersebut menunjukkan bahwa manfaat memilih dalam pemilukada kurang
dimengerti masyarakat Pekon Kediri tidak berpengaruh terhadap perilaku
tidak memilih mereka. Mayoritas masyarakat Pekon Kediri mengerti
manfaat dari pemilukada, sedangkan hanya sedikit masyarakat yang
menyatakan bahwa manfaat memilih dalam pemilukada kurang
dimengerti. Kenyataan ini seperti yang diungkapkan Bapak Sunaryo yang
mengatakan manfaat pemilukada sukar dimengerti masyarakat Pekon
Kediri karena beberapa alasan. Pertama, beberapa dari masyarakat Pekon
Kediri memiliki latar belakang pendidikan yang tergolong rendah, yaitu
tidak tamat ataupun hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Latar belakang
pendidikan yang rendah ini menjadi alasan bahwa pengetahuan yang
mereka miliki tidak mampu memahami manfaat pemilukada. Alasan
kedua adalah karena ada masyarakat yang tidak memahami secara jelas
tujuan diadakannya pemilukada. Mereka tidak merasakan perubahan
hidup berbangsa dan bernegara. Terakhir, alasan responden terkait
minimnya sosialisasi manfaat pemilukada dari lembaga penyelenggara

pemilihan baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan
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Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan lain sebagainya

(sumber: riset pada 3 November 2012).

Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 44
responden atau sebesar 53,66%. Mayoritas responden mengakui kalau
mereka paham mengenai manfaat pemilukada, hal ini seperti yang
diungkapkan Bapak Sugeng yang mengetahui pemilukada untuk memilih
bupati atau kepala daerah di Pringsewu (sumber: riset pada 3 November
2012). Adanya pemimpin di daerah secara definitif khususnya daerah
otonomi baru (DOB) akan menciptakan stabilitas pemerintahan.
Terpilihnya kepala daerah yang baik tentunya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kenyataan ini sejalan dengan pendapat
Suharizal (2011:41) yang menyatakan:
“pemilukada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi
daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan
oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan
dalam pemilukada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam
mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan
aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.”
Pertanyaan ketiga berdasarkan faktor sistem politik ini mengenai teknik
pencoblosan yang sukar dimengerti dan hasil jawaban responden secara

keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Pandangan Responden Terkait Teknik Pencoblosan Yang
Sukar Dimengerti

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 22 26,83
2 | Tidak 60 73,17
Jumlah 82 100

Sumber ; Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012
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Berdasarkan Tabel 26 dapat diketahui bahwa sebanyak 22 responden atau
sebesar 26,83% mengatakan “ya” mengenai teknik pencoblosan yang
sukar dimengerti. Persentase tersebut menunjukkan bahwa teknik
pencoblosan yang sukar dimengerti masyarakat Pekon Kediri tidak
berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih mereka. Mayoritas
masyarakat Pekon Kediri sudah mengerti teknik pencoblosan dan hanya
sedikit masyarakat yang menyatakan dirinya belum memahami secara
keseluruhan mengenai teknik pencoblosan. Kenyataan masyarakat yang
belum mengerti teknik pencoblosan ini seperti yang diungkapkan Bapak
Sunaryo yang mengakui kalau dia hanya mengerti ketika setiap
diadakannya pemilihan dan ketika hari H pencoblosan saja. Bapak sunaryo
juga selalu diarahkan oleh panitia penyelenggara yang ada di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) atau diarahkan oleh keluarganya yang mengerti
teknik pencoblosan (sumber: riset pada 3 November 2012). Kurang
pahamnya teknik pencoblosan sebagian Masyarakat Pekon Kediri ini
setidaknya juga memengaruhi rasa malas mereka untuk memilih dalam

Pemilukada Pringsewu 2011.

Sebanyak 60 responden atau sebesar 73,17% menyatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini. Mayoritas responden memahami secara jelas teknik
pencoblosan di TPS, hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Andono
yang mengetahui teknik pencoblosan dari setiap pemilihan. Bapak Andono
mengatakan bahwa setiap pemilihan pasti ada petunjuk dan pengarahan
dari panitia penyelenggara yang berada di TPS (sumber: riset pada 3

November 2012). Pemahaman terkait teknik pencoblosan ini tidak
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diimbangi dengan kesadaran berpolitik masyarakat Pekon Kediri.
Kesadaran politik yang tergolong rendah ini juga disebabkan kesibukkan
mereka dalam beraktivitas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
Kepala Dusun Kediri Il, Bapak Kusno, beliau mengatakan teknik
pencoblosan selalu disosialisasikan oleh aparat pekon dan tokoh
masyarakat sekitar sehingga mereka tidak lupa mengenai teknik
pencoblosan yang baik dan benar saat berada di bilik suara (sumber: riset

pada 3 November 2012).

Pertanyaan keempat berdasarkan faktor sistem politik ini mengenai
penilaian responden melihat partisipasi perempuan dalam pencalonan
bupati masih kurang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Pandangan Responden Terkait Partisipasi Perempuan
Dalam Pencalonan Bupati Dianggap Masih Kurang

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |VYa 39 47,56
2 Tidak 43 52,44
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 27 dapat diketahui bahwa sebanyak 39 responden atau
sebesar 47,56% mengatakan “ya” mengenai partisipasi perempuan dalam
pencalonan bupati masih dirasakan kurang. Persentase tersebut
menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pencalonan bupati yang
dianggap masih kurang, ternyata tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak
memilih masyarakat Pekon Kediri. Sebagian responden, seperti Bapak
Slamet menilai pencalonan Bupati Pringsewu 2011 kemarin masih

didominasi oleh calon laki-laki. Calon perempuan dalam Pemilukada
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Pringsewu 2011 hanya ada satu, yaitu Ririn Kuswantari (sumber: riset
pada 3 November 2012). Pencalonan bupati yang hanya diwakili satu
perempuan ini menunjukkan masih rendahnya keterwakilan dan
keberadaan perempuan dalam aktivitas politik khususnya di dalam partai
politik. Apabila melihat suara perolehan secara keseluruhan di Kecamatan
Gadingrejo pada Tabel 1, Ririn Kuswantari mampu mengungguli calon-
calon yang lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Pekon
Kediri, Bapak Heri menyatakan bahwa perolehan suara terbanyak di
Pekon Kediri diraih oleh Ririn Kuswantari (sumber: riset pada 3
November 2012). Kenyataan ini menunjukkan ketertarikan masyarakat

Pekon Kediri untuk memilih pemimpin seorang perempuan.

Responden yang mengatakan “tidak” mengenai kurangnya partisipasi
perempuan dalam pencalonan Bupati Pringsewu 2011 berjumlah 43
responden atau sebesar 52,44%. Mayoritas responden yang menjawab
tidak seperti Bapak Sugeng beranggapan pemimpin perempuan dan laki-
laki itu sama baiknya asalkan mereka memiliki kompetensi dan kapabilitas
yang dapat dipercaya. Bapak Sugeng juga mengkaitkan pertanyaan ini
dengan pandangan bahwa pemimpin yang lebih baik itu adalah laki-laki
khususnya pandangan masyarakat muslim sehingga mereka tidak setuju
adanya keterwakilan perempuan menjadi pemimpin mereka (sumber: riset

pada 3 November 2012).
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Pertanyaan kelima berdasarkan faktor sistem politik ini mengenai
penilaian responden terkait Kinerja panitia penyelenggaraan pemilihan
(Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)) tidak menunjukkan demokrasi yang
sehat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Pandangan Responden Terkait Kinerja Panitia

Penyelenggaraan Pemilihan Tidak Menunjukkan
Demokrasi Yang Sehat

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 Ya 37 45,12
2 | Tidak 45 54,88
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 28 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 37
responden atau sebesar 45,12% mengatakan “ya” terkait kinerja panitia
penyelenggaraan pemilihan tidak menunjukkan demokrasi yang sehat.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terkait
kinerja panitia penyelenggaraan pemilihan (Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan
Suara (PPS)) tidak menunjukkan demokrasi yang sehat, ternyata tidak
berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri.
Mayoritas masyarakat menilai kinerja panitia penyelenggaraan pemilihan
sudah menunjukkan demokrasi yang sehat dan hanya beberapa masyarakat
Pekon Kediri yang menyatakan kinerja panitia penyelenggaraan pemilihan
tidak menunjukkan demokrasi yang sehat. Keadaan yang memengaruhi
penilaian masyarakat terhadap kinerja panitia penyelenggara pemilihan

yang tidak menunjukkan demokrasi yang sehat seperti pernyataan Bapak
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Wibowo. Bapak Andono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkadang tidak bersikap adil dan
transparan dalam menyelenggarakan pemilihan. Keputusan KPU juga
terkadang dinilai menguntungkan sebagian pihak saja, selain itu Panwaslu
tidak dapat menindak praktek-praktek kecurangan yang dilakukan
beberapa oknum saat penyelenggaraan pemilihan (sumber: riset pada 3
November 2012). Hasil penilaian seperti Bapak Wibowo ini berasal dari
pengamatan secara menyeluruh, meliputi berita di surat kabar, televisi,

radio, dan media lainnya.

Sebanyak 45 responden atau sebesar 54,88% mengatakan “tidak™ terkait
pertanyaan ini. Mayoritas masyarakat Pekon Kediri termasuk juga Bapak
Sunarto mengatakan bahwa kinerja panitia penyelenggaraan pemilihan
(Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)) telah menunjukkan demokrasi yang
sehat. Bapak Sunarto menilai setiap mengikuti pemilihan umum, panitia
penyelenggara pemilihan mampu bekerja baik dengan penuh tanggung
jawab. Panitia penyelenggara bekerja sebagai tim independen yang bebas
dari pengaruh dan tekanan pihak lain (sumber: riset pada 3 November

2012).

Pertanyaan keenam berdasarkan faktor sistem politik ini terkait penilaian
responden mengenai pemilukada yang tidak membawa perubahan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil jawaban responden secara

keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 29. Pandangan Responden Terkait Pemilukada Yang Tidak
Membawa Perubahan Kehidupan Berbangsa Dan

Bernegara
No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |Ya 63 76,83
2 | Tidak 19 23,17
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 29 dapat diketahui bahwa sebanyak 63 responden atau
sebesar 76,83% mengatakan “ya” mengenai pemilukada yang tidak
membawa perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persentase
tersebut menunjukkan penilaian masyarakat Pekon Kediri terkait
pemilukada yang tidak membawa perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih mereka.
Kenyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Senen yang menilai
pemilihan kepala daerah selalu tidak lepas dari kisruh dalam bentuk
tuntutan. Pihak yang kalah selalu merasa dirugikan dan pasti menggugat
hasil akhir pemilihan (sumber: riset pada 3 November 2012). Kenyataan
yang sering terjadi ini menjadi dasar penilaian dari masyarakat Pekon
Kediri yang secara tidak langsung menyatakan esensi dari pemilukada
tidak mampu lagi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
damai dan sejahtera. Kebijakan pemerintah dan implementasinya yang
berasal dari kalangan elit politik terkadang dinilai belum mampu

menyelesaikan masalah-masalah yang dialami masyarakat.

Sebanyak 19 responden atau sebesar 23,17% mengatakan “tidak™ terkait
pertanyaan ini. Sebagian responden menilai kehidupan berbangsa dan

bernegara telah mengalami perubahan khususnya dari rezim orde baru.
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Masyarakat Pekon Kediri seperti Bapak Harianto merasakan lebih bebas
pada era reformasi saat ini dibandingkan era orde baru. Bapak Harianto
juga menilai pemilukada mampu membawa perubahan kehidupan
bermasyarakat ke arah yang lebih demokrasi (sumber: riset pada 3
November 2012). Pemilukada dapat memperkuat penerapan otonomi
daerah karena pada dasarnya pemilukada sebagai perwujudan asas

demokrasi di lingkup daerah.

Pertanyaan ketujuh berdasarkan faktor sistem politik ini mengenai
kesulitan masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya kepada para
wakil rakyat. Hasil keseluruhan terkait pertanyaan ini dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 30. Pandangan Responden Terkait Kesulitan Masyarakat
Dalam Menyampaikan Kepentingannya Kepada Para

Wakil Rakyat
No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |Ya 29 35,37
2 | Tidak 53 64,63
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 30 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 29
responden atau sebesar 35,37% mengatakan “ya” mengenai kesulitan
masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya kepada para wakil
rakyat. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kesulitan masyarakat
dalam menyampaikan kepentingannya kepada para wakil rakyat, ternyata
tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih masyarakat Pekon
Kediri. Mayoritas masyarakat Pekon Kediri merasa tidak sulit dalam

menyampaikan kepentingan mereka kepada wakil rakyat. Hanya sedikit
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masyarakat Pekon Kediri yang menyatakan sulit untuk menyampaikan
kepentingannya kepada wakil rakyatnya. Kenyataan ini seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Sunaryo yang menilai wakil rakyat masih kurang
merakyat sehingga masyarakat susah menyampaikan aspirasi atau
kepentingan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Bapak Sunaryo
juga menilai bahwa wakil rakyat selalu membuat kebijakan yang tidak
sesuai aspirasi dan kepentingan rakyat sehingga yang dilakukan wakil
rakyat terkesan tidak berguna atau sia-sia (sumber: riset pada 3 November

2012).

Responden yang mengatakan “tidak” mengenai kesulitan masyarakat
dalam menyampaikan kepentingannya kepada para wakil rakyat berjumlah
53 responden atau sebesar 64,63%. Responden yang menjawab “tidak” ini
menyatakan mereka saat ini sangat mudah dalam menyampaikan
kepentingannya. Kenyataan ini diperkuat pendapat Bapak Kusno yang
menyatakan bahwa aspirasi atau kepentingan rakyat di Pekon Kediri dapat
disalurkan melalui pengurus ranting partai politik maupun tim sukses
wakil rakyat yang ada di sana. Wakil dari partai politik yang duduk di
kursi parlemen/DPRD dapat merealisasikan kepentingan sesuai yang
disampaikan pengurus ranting maupun tim suksesnya di setiap pekon

(sumber: riset pada 3 November 2012).
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Pertanyaan kedelapan berdasarkan faktor sistem politik ini terkait
penilaian responden mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
dirasakan kurang memberikan perhatian pada permasalahan masyarakat
lokal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Pandangan Responden Terkait Kurangnya Perhatian

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Permasalahan
Masyarakat Lokal

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 61 74,39
2 | Tidak 21 25,61
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 31 dapat diketahui bahwa sebanyak 61 responden atau
sebesar 74,39% mengatakan “ya” dalam menilai kurangnya perhatian
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada permasalahan masyarakat lokal.
Persentase tersebut menunjukkan penilaian masyarakat Pekon Kediri
terhadap DPD yang dirasakan kurang memberikan perhatian pada
permasalahan masyarakat lokal khususnya masyarakat desa berpengaruh
terhadap perilaku tidak memilih mereka. Mayoritas masyarakat Pekon
Kediri menilai para wakil di lembaga DPD belum mampu menyentuh
permasalahan yang ada di pekon-pekon. Keadaan itu seperti yang
dijelaskan oleh Bapak Andono yang mengatakan DPD lebih
mementingkan aspirasi dan permasalahan yang berasal dari masyarakat
perkotaan. Bapak Andono juga mengatakan bahwa belum sepenuhnya
masyarakat Pekon Kediri mengetahui fungsi dan wewenang anggota DPD

(sumber: riset pada 3 November 2012). Kinerja DPD yang tidak
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memuaskan ini juga disebabkan oleh tidak diberikannya kewenangan yang

memadai kepada anggota DPD.

Sebanyak 21 responden atau sebesar 25,61% mengatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini. Responden yang tidak setuju dengan pertanyaan ini seperti
Ibu Karsiyam yang menganggap anggota DPD sama dengan DPRD. Ibu
Karsiyam masih bingung terkait keberadaan DPD ini (sumber: riset pada
3 November 2012). Kebingungan yang dialami beberapa masyarakat
Pekon Kediri ini disebabkan oleh rendahnya wawasan mengenai dunia
politik dan pemerintahan, hal ini juga terkait pendidikan mereka yang

masih tergolong rendah.

Pertanyaan kesembilan berdasarkan faktor sistem politik ini terkait
penilaian responden mengenai kepala daerah dan wakil di DPRD yang
tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat. Hasil rekapitulasi
jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Pandangan Responden Mengenai Kepala Daerah Dan Wakil
Di DPRD Yang Tidak Aspiratif Terhadap Kepentingan

Masyarakat
No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 29 35,37
2 | Tidak 53 64,63
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 32 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 29
responden atau sebesar 35,37% mengatakan “ya” mengenai kepala daerah
dan wakil di DPRD yang dianggap tidak aspiratif terhadap kepentingan

masyarakat. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah dan
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wakil di DPRD yang dinilai masyarakat Pekon Kediri tidak aspiratif
terhadap kepentingan mereka ternyata tidak berpengaruh terhadap perilaku
tidak memilih masyarakat Pekon Kediri. Mayoritas masyarakat Pekon
Kediri menilai kepala daerah dan wakil di DPRD Pringsewu sudah
bersikap aspiratif dan hanya sebagian masyarakat saja yang menilai kepala
daerah dan wakil di DPRD tidak aspiratif kepada rakyatnya. Penilaian
terkait kepala daerah dan wakil di DPRD tidak aspiratif tersebut seperti
yang dijelaskan Bapak Sunarto yang beralasan bahwa ada beberapa
kebijakan yang tidak sesuai aspirasi dan kepentingan rakyat. Bapak
Sunarto juga menilai pembangunan fisik jangan dijadikan prioritas utama,
sebaiknya pembangunan non-fisik seperti pelayanan pemerintah,
pendidikan, dan kesehatan harus dibenahi kembali (sumber: riset pada 3

November 2012).

Sebanyak 53 responden atau sebesar 64,63% mengatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini. Kepala daerah dan wakil di DPRD dinilai sudahk aspiratif
terhadap kepentingan masyarakat Pekon Kediri, hal ini sejalan dengan
pendapat Bapak Andono yang menyatakan bahwa dalam menyampaikan
kepentingan masyarakat saat ini sangat mudah dibandingkan
menyampaikan aspirasi ketika pertama kali Pringsewu masih terbentuk.
Aspirasi atau kepentingan masyarakat Pekon Kediri dapat disalurkan
melalui pengurus ranting partai politik maupun tim sukses dari wakil
rakyat yang ada di DPRD maupun kepala daerah/bupati. Kenyataan ini
juga diperkuat dari penjelasan Bapak Kusno yang menjabat sebagai

Kepala Dusun Kediri Il dan pengurus ranting PDIP. Menurut Bapak
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Kusno, saat ini kepala daerah dan wakil di DPRD dapat merealisasikan
kepentingan masyarakat sesuai yang disampaikan pengurus ranting
maupun tim suksesnya masing-masing yang berada di setiap pekon

(sumber: riset pada 3 November 2012).

Deskripsi dan Analisis Data Faktor Kepercayaan Politik

Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari
ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau
partai politik. Fenomena dalam faktor kepercayaan politik ini biasanya
muncul karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dan akhirnya
adanya keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi politik
terhadap kekuasaan. Faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya kepada
janji politik, ketidaksukaan kepada pemimpin yang berkuasa saat ini,
kandidat kurang berprestasi, kandidat tidak dekat dengan masyarakat,
kemampuan kandidat kurang memadai, kecewa karena masih maraknya
praktik KKN, pemilih kecewa karena pilihannya tidak ikut berkompetisi,
dan lain-lain. Gambaran pendapat responden mengenai faktor kepercayaan
politik dapat dilihat berdasarkan lima pertanyaan yang diajukan sebagai

berikut:

Pertanyaan pertama terkait faktor kepercayaan politik adalah
ketidakpercayaan pada janji partai politik dapat dilihat pada tabel di bawah

ini;
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Tabel 33. Sikap Responden Terkait Perasaan Tidak Percaya Pada
Janji Partai Politik

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 70 85,37
2 | Tidak 12 14,63
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 33 dapat diketahui bahwa sebanyak 70 responden atau
sebesar 85,37% mengatakan “ya” mengenai pertanyaan ini. Persentase
tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat Pekon Kediri pada
janji partai politik berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih mereka.
Mayoritas responden sudah tidak percaya lagi kepada janji partai politik.
Keadaan ini seperti penjelasan Bapak Senen yang menilai janji partai
politik sebagai sarana untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan
perhatian serta suara pemilih dari masyarakat. Bapak Senen juga menilai
partai politik saat ini sudah tidak berpegang teguh lagi pada ideologi atau
paham yang mereka miliki masing-masing (sumber: riset pada 3
September 2012). Selaras dengan pendapat Bapak Senen, menurut Kepala
Dusun Kediri Il yaitu Bapak Kusno menyatakan bahwa citra partai politik
sudah dirusak oleh sebagian elit partai politik yang tersandung kasus,
khusunya korupsi (sumber: riset pada 3 November 2012). Citra partai
politik yang rusak ini menjadi penilaian awal dari masyarakat Pekon
Kediri terhadap janji partai politik yang dianggap sebagai

kamuflase/tipuan semata.
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Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 12
responden atau sebesar 14,63%. Sebagian responden masih percaya
kepada janji partai politik yang disuarakan oleh beberapa elit politik.
Kepercayaan ini semata-mata karena adanya pembentukan kedekatan
emosional pribadi masyarakat, seperti pernyataan Bapak Sunaryo yang
mengatakan beliau memiliki kepercayaan terhadap janji partai politik
karena adanya perasaan emosional yang terbentuk dalam dirinya terhadap
beberapa elit partai politik. Bapak Sunaryo mengakui pembentukan
kepercayaan itu tidak terlepas dari penilaian terhadap sosok ketokohan
yang dimiliki beberapa elit politik tersebut baik karena karismanya
maupun jiwa kepemimpinannya (sumber: riset pada 3 November 2012).
Secara psikologis, kedekatan emosional ini juga terbentuk karena

kekaguman ataupun kedekatan yang sama dengan keluarganya.

Pertanyaan kedua, terkait faktor kepercayaan politik adalah perasaan tidak
percaya pada kalangan elit partai politik. Hasil rekapitulasi jawaban
seluruh responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 34. Sikap Responden Terkait Perasaan Tidak Percaya Pada
Kalangan Elit Partai Politik

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 66 80,49
2 | Tidak 16 19,51
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 34, dapat diketahui bahwa sebanyak 66 responden atau
sebesar 80,49% mengatakan “ya” mengenai perasaan tidak percaya pada

kalangan elit partai politik. Persentase tersebut menunjukkan
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ketidakpercayaan masyarakat Pekon Kediri pada kalangan elit partai
politik berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih mereka. Mayoritas
masyarakat Pekon Kediri seperti Bapak Sunarto mengatakan
ketidakpercayaan pada kalangan elit partai politik ini timbul karena
melihat masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
yang terjadi saat ini di kalangan elit partai politik (sumber: riset pada 3
September 2012). Kepercayaan politik mayoritas masyarakat Pekon Kediri
terbentuk berdasarkan penilaian secara umum mengenai elit partai politik
atau dikenal dengan orientasi kandidat dalam teori perilaku pemilih.
Penilaian ini terbentuk karena mendengar informasi dari beberapa media
terkait praktek korupsi yang dilakukan beberapa elit politik partai Idi
tingkat lokal maupun pusat. Berdasarkan informasi tersebut, penilaian
masyarakat berujung pada terciptanya perasaan tidak percaya terhadap
kalangan elit partai politik yang ada di sekitar mereka, yaitu kandidat yang

berkompetisi pada pemilukada.

Sebanyak 16 responden atau sebesar 19,51% mengatakan “tidak™ terkait
pertanyaan ini. Responden yang menjawab “tidak™ ini masih memiliki
kepercayaan terhadap elit partai politik, hal ini seperti yang dijelaskan oleh
Bapak Wibowo vyang menilai tidak semua elit partai politik
menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki. Perasaan yang
dimilikinya tidak terpengaruh karena melihat praktek KKN yang
dilakukan oleh sebagian elit partai politik (sumber: riset pada 3 November
2012). Adanya partai politik sebenarnya telah membuka ruang demokrasi

di Indonesia. Masyarakat seharusnya mengiringi dan memantau jalannya
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pemerintahan di bawah wewenang yang dimiliki sebagian elit partai

politik tersebut.

Pertanyaan ketiga terkait faktor kepercayaan politik adalah perasaan tidak
percaya pada janji kandidat untuk mewujudkan janjinya saat terpilih nanti.
Hasil keseluruhan terkait pertanyan ini dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel 35. Sikap Responden Terkait Perasaan Tidak Percaya Pada
Janji Kandidat

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |VYa 55 67,08
2 | Tidak 27 32,92
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 35 dapat diketahui bahwa sebanyak 55 responden atau
sebesar 67,08% mengatakan “ya” terkait perasaan tidak percaya pada janji
kandidat. Persentase tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat
Pekon Kediri pada janji kandidat berpengaruh terhadap perilaku tidak
memilih mereka. Mayoritas responden tidak mempercayai kalau janji
kandidat tersebut dapat diwujudkan saat terpilih, seperti yang diungkapkan
oleh Bapak Andono yang menilai janji kandidat sebagai langkah untuk
menarik perhatian masyarakat sebagai pemilih. Melihat berbagai
permasalahan yang ada di masyarakat Pringsewu khususnya Pekon Kediri,
Bapak Andono beranggapan bahwa tidak semua permasalahan bisa
diselesaikan sesuai janji kandidat tersebut (sumber: riset pada 3
September 2012). Masyarakat Pringsewu Kkhususnya masyarakat Pekon

Kediri menganggap janji kandidat hanya keperluan untuk kampanye
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semata. Janji kandidat seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk “hitam
di atas putih”, dengan kata lain perjanjian dalam bentuk kontrak politik
sehingga menciptakan kepercayaan dan kesungguhan seorang kandidat

untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat tersebut.

Responden yang mengatakan “tidak” setuju terkait pertanyaan ini
berjumlah 27 responden atau sebesar 32,92%. Sebagian masyarakat Pekon
Kediri masih memiliki kepercayaan pada kandidat yang telah memberikan
janjinya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Harianto yang
menyatakan dia masih percaya pada janji beberapa kandidat pasti akan
diwujudkan saat terpilih walaupun tidak semuanya dan dia juga yakin janji
kandidat tersebut dapat diwujudkan secara bertahap nantinya (sumber:
riset pada 3 November 2012). Keyakinan yang terbentuk seperti Bapak
Harianto tersebut sebagai wujud optimisme seorang masyarakat terhadap
calon pemimpinnya. Optimisme yang berlandaskan keyakinan tersebut

dapat terbentuk dengan adanya kedekatan emosional secara pribadi.

Pertanyaan keempat terkait faktor kepercayaan politik adalah mengenai
para kandidat yang berkompetisi dirasakan kurang dekat dengan
masyarakat atau tidak merakyat. Rekapitulasi jawaban mengenai
pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Pandangan Responden Terkait Kurang Dekatnya Kandidat
Dengan Masyarakat/Tidak Merakyat

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 46 56,10
2 | Tidak 36 43,90
Jumlah 82 100

Sumber ; Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012
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Berdasarkan Tabel 36 dapat diketahui bahwa sebanyak 46 responden atau
sebesar 56,10% mengatakan “ya” terkait kandidat yang dirasakan kurang
dekat dengan masyarakat atau tidak merakyat. Persentase tersebut
menunjukkan penilaian masyarakat Pekon Kediri melihat kandidat yang
kurang dekat atau tidak merakyat berpengaruh terhadap perilaku tidak
memilih mereka. Penilaian responden terhadap kurang dekatnya kandidat
dengan masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari sosialisasi kandidat
tersebut. Kenyataan tersebut seperti yang dijelaskan Bapak Slamet yang
mengatakan bahwa kandidat atau partai yang bersosialisasi dengan baik
tentunya akan menarik perhatian masyarakat untuk memilih. Semakin baik
salah satu kandidat bersosialisasi dengan masyarakatnya maka semakin
menarik minat masyarakat itu untuk memilih karena rasa simpatik yang
telah terbentuk (sumber: riset pada 3 November 2012). Cara sosialisasi
seorang kandidat yang bersifat merakyat sangat menentukan terbentuknya
ketertarikan masyarakat untuk memilih. Penilaian masyarakat seperti
Bapak Slamet mengenai kandidat yang tidak merakyat tersebut juga
disebabkan minimnya pengetahuan mereka terhadap sosialisasi kandidat

karena kesibukkan pekerjaan mereka.

Sebanyak 36 responden atau sebesar 43,90% mengatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini karena mereka merasakan para kandidat sudah bersikap
merakyat atau dekat dengan masyarakatnya. Kenyataan penilaian kandidat
sudah merakyat ini seperti yang dijelaskan Bapak Kusno yang menyatakan
penilaian masyarakat Pekon Kediri ini terbentuk dari penilaian selama

mengamati masa kampanye. Menurut Bapak Kusno, sebagian masyarakat
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Pekon Kediri mengetahui secara pasti mengenai sosialisasi setiap
kandidat, tetapi kesadaran politik mereka tergolong rendah karena
menunjukkan perilaku golput tersebut (sumber: riset pada 3 September

2012).

Pertanyaan kelima terkait faktor kepercayaan politik ini adalah kandidat
yang berkompetisi dinilai tidak berkompeten dan melihat kandidat yang
berkompeten tidak ikut berkompetisi. Hasil rekapitulasi jawaban secara
keseluruhan mengenai pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 37. Pandangan Responden Terkait Kandidat Yang
Berkompetisi Dinilai Tidak Berkompeten

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |VYa 41 50
2 | Tidak 41 50
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 37 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 41
responden atau sebesar 50% mengatakan “ya” terkait kandidat yang
berkompetisi dinilai tidak berkompeten dan melihat kandidat yang
berkompeten tidak ikut berkompetisi. Persentase tersebut menunjukkan
bahwa penilaian masyarakat pada kandidat yang berkompetisi dinilai tidak
berkompeten berpengaruh hanya sebagian terhadap perilaku tidak memilih
mereka. Menurut Bapak Harianto, dia merasakan kecewa karena kandidat
yang berkompeten dan mereka unggulkan tidak ikut berkompetisi dalam
pemilihan (sumber: riset pada 3 September 2012). Penilaian responden
terhadap kandidat yang berkompeten ini terbentuk berdasarkan orientasi

kandidat. Kekecewaan sebagian masyarakat Pekon Kediri terkait
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pertanyaan ini adalah kandidat yang mereka unggulkan dan memiliki

kompetensi, tidak mengikuti kompetisi pemilukada Pringsewu 2011.

Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 41
responden atau sebesar 50%. Setengah dari jumlah keseluruhan responden
yang mengatakan “tidak” menilai semua kandidat yang berkompetisi
memiliki kompetensi tersendiri. Kenyataan tersebut seperti yang
dijelaskan Bapak Sugeng yang yakin bahwa setiap kandidat memiliki
kemampuan dalam memimpin, tetapi dia tidak memiliki pilihan kandidat
secara khusus. Bapak Sugeng tidak mengunggulkan salah satu kandidat,
melainkan bersikap netral (sumber: riset pada 3 September 2012).
Kepercayaan sebagaian masyarakat Pekon Kediri terhadap kompetensi
kandidat tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran politik mereka untuk

ikut memilih dalam pemilukada Pringsewu 2011.

Deskripsi dan Analisis Data Faktor Latarbelakang Sosial-Ekonomi

Faktor latarbelakang sosial-ekonomi merupakan aspek yang menjelaskan
bahwa karakteristik sosial maupun ekonomi pemilih memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap perilaku tidak memilih/non-voting masyarakat.
Faktor latarbelakang sosial-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini
menekankan pada tiga aspek atau indikator, meliputi tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan dari pemilih tersebut. Faktor
latarbelakang sosial-ekonomi ini didasarkan atas pemahaman bahwa status

sosial dan ekonomi seseorang dapat memengaruhinya dalam berpartisipasi
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khususnya dalam aktivitas politik. Perilaku seseorang untuk memilih atau
tidaknya dalam sebuah pemilihan termasuk dalam bentuk partisipasi
politik. Pengaruh latarbelakang sosial-ekonomi terhadap partisipasi politik
tersebut akhirnya akan memengaruhi juga pada perilaku tidak
memilih/golput masyarakat dalam sebuah pemilihan. Gambaran pendapat
responden mengenai faktor latarbelakang status sosial-ekonomi dapat

dilihat berdasarkan enam pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

Pertanyaan pertama berdasarkan faktor sosial-ekonomi ini mengenai latar
belakang pendidikan formal (SD, SMP, SMA, dan seterusnya) yang sudah
dilalui responden tidak membuat mereka memahami manfaat memilih
dalam pemilukada. Hasil keseluruhan dari jawaban pertanyaan ini dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 38. Pandangan Responden Terkait Pendidikan Formalnya
Tidak Dapat Menilai Manfaat Pemilukada

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 38 46,34
2 | Tidak 44 53,66
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 38 ini dapat diketahui bahwa sebanyak 38 responden
atau sebesar 46,34% mengatakan “ya” mengenai pendidikan formal yang
mereka miliki berpengaruh dalam memaknai manfaat pemilukada.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan formal
(SD, SMP, SMA, dan seterusnya) yang sudah dilalui masyarakat Pekon
Kediri tidak berhubungan dengan ketidakpahaman manfaat memilih dalam

pemilukada. Latar belakang pendidikan formal masyarakat Pekon Kediri
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tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih mereka. Beberapa
responden, seperti lbu Sutilah memang mengakui latar belakang
pendidikannya yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD)
menjadi alasan bahwa pengetahuan yang dimilikinya tidak mampu
memahami manfaat pemilukada (sumber: riset pada 3 November 2012).
Masyarakat Pekon Kediri juga tidak memahami secara jelas tujuan
diadakannya pemilukada karena masyarakat Pekon Kediri seperti lbu

Sutilah tidak merasakan perubahan hidup berbangsa dan bernegara.

Sebanyak 44 responden atau sebesar 53,66% mengatakan “tidak™ terkait
pertanyaan ini. Mereka menyadari pendidikan yang mereka miliki
tergolong rendah, tetapi mereka mampu memahami makna diadakannya
pemilihan umum/pemilukada. Kenyataan ini sejalan dengan pendapat
Bapak Sunarto yang sadar bahwa sebagai masyarakat pasti tidak dapat
hidup tanpa adanya seorang pemimpin. Menurut Bapak Sunarto,
kehidupan masyarakat tanpa seorang pemimpin pasti akan kacau dan tidak
teratur (sumber: riset pada 3 November 2012). Pemilukada untuk memilih
kepala daerah yang memimpin suatu daerah agar masyarakat hidup
sejahtera dan teratur. Adanya kepala daerah yang bersifat definitif,
manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat
saat ini mampu menyampaikan semua aspirasi mereka kepada kepala
daerah dan wakil rakyat di DPRD lewat aparat pekon dan pengurus ranting

yang ada di pekon mereka.
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Pertanyaan kedua berdasarkan faktor sosial-ekonomi ini mengenai
kesulitan responden dalam menerima informasi pemilukada melalui surat
kabar dan televisi. Rekapitulasi jawaban seluruh responden dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 39. Pandangan Responden Terkait Kesulitan Menerima
Informasi Pemilukada Dari Surat Kabar Dan Televisi

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |VYa 33 40,24
2 | Tidak 49 59,76
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 39 dapat diketahui bahwa sebanyak 33 responden atau
sebesar 40,24% mengatakan “ya” terkait pertanyaan ini. Persentase
tersebut menunjukkan bahwa kesulitan masyarakat Pekon Kediri dalam
menerima informasi pemilukada melalui surat kabar dan televisi ternyata
tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih mereka. Sebagian
masyarakat Pekon Kediri memang merasakan kesulitan dalam menerima
informasi pemilukada melalui surat kabar dan televisi. Kenyataan ini
sesuai pendapat Bapak Wibowo yang menyatakan bahwa dia sangat jarang
bahkan mengaku tidak pernah membaca koran dalam kesehariannya
(sumber: riset pada 3 November 2012). Keadaan ini tidak terlepas dari
latar belakang pendidikan masyarakat Pekon Kediri yang hanya pernah
mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga kesadaran dan
kemauan untuk membaca pun rendah. Keadaan lainnya yang menentukan
untuk memperoleh akses informasi dari surat kabar ini adalah keadaan
perekonomian keluarga mereka, seperti yang diungkapkan oleh Ibu

Karsiyam yang beralasan kalau perekonomian keluarganya masih di
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bawah rata-rata dan untuk membeli koran harus berpikiran dua kali
Mengenai informasi dari televisi, sebagian masyarakat Pekon Kediri
seperti Ibu Karsiyam juga mengakui jarang mengamati berita mengenai
pemilukada Pringsewu dari televisi. Ibu Karsiyam lebih memilih
menonton program hiburan daripada berita (sumber: riset pada 3
November 2012). Menurut Kepala Pekon Kediri, Bapak Heri Trinaloka,
masyarakatnya yang sibuk bekerja di luar Pekon Kediri juga pasti tidak
dapat mengamati perkembangan berita yang ada di daerah mereka karena
mereka lebih fokus bekerja daripada mengamati perkembangan

perpolitikan seperti pemilukada (sumber: riset pada 3 September 2012).

Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 49
responden atau sebesar 59,76%. Sebagian responden yang mengatakan
“tidak”, merasakan mudah dalam menerima informasi pemilukada melalui
surat kabar dan televisi. Menurut Bapak Kusno, masyarakat Pekon Kediri
juga mendapatkan informasi pemilukada Pringsewu 2011 dari surat kabar
selain dari aparat pemerintah pekon walaupun intensitasnya tergolong
sangat jarang untuk membaca surat kabar. Menurut Bapak Kusno untuk
mendapatkan informasi di Pekon Kediri lebih mudah dan lebih banyak
didapatkan dari surat kabar daripada melalui televisi (sumber: riset pada 3
November 2012). Kemudahan masyarakat Pekon Kediri dalam
mendapatkan akses informasi ini tidak diimbangi dengan kesadaran
mereka untuk membaca. Kenyataan lain juga dijelaskan Kepala Pekon
Kediri, Bapak Heri Trinaloka yang mengatakan bahwa informasi yang

diperoleh dari televisi mengenai pemilukada Pringsewu 2011 sangat
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terbatas karena sebagian informasi tersebut didapatkan hanya melalui
stasiun TVRI saja, sedangkan informasi dari stasiun televisi lainnya tidak
memberitakan mengenai pemilukada Pringsewu 2011 (sumber: riset pada

3 November 2012).

Pertanyaan ketiga berdasarkan faktor sosial-ekonomi ini mengenai
kurangnya menerima informasi pemilukada dari tokoh masyarakat, Komisi
Pemilihan Umum (KPU), dan sebagainya. Hasil keseluruhan mengenai
jawaban responden terkait pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel 40. Pandangan Responden Terkait Kurangnya Menerima
Informasi Pemilukada Dari Tokoh Masyarakat, KPU, Dan

Sebagainya
No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 35 42,68
2 | Tidak 47 57,32
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 40 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 35
responden atau sebesar 42,68% mengatakan “ya” mengenai kurangnya
menerima informasi pemilukada dari tokoh masyarakat, Komisi Pemilihan
Umum (KPU), dan sebagainya. Persentase tersebut menunjukkan bahwa
kurangnya masyarakat Pekon Kediri dalam menerima informasi
pemilukada dari tokoh masyarakat maupun KPU ternyata tidak
berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih mereka. Mayoritas
responden yang mengatakan “ya” dengan pertanyaan ini dikaitkan dengan
keberadaan KPU. Mereka menyatakan bahwa tidak pernah menerima

informasi secara langsung dari KPU, hal ini seperti yagn diungkapkan oleh



127

Bapak Andono yang menyatakan dirinya hanya memperoleh informasi
pemilukada Pringsewu 2011 dari aparat pemerintahan pekon, seperti
Kepala Pekon dan Sekretaris Pekon Kediri. Bapak Andono juga
mengatakan informasi yang didapatkannya berasal dari hasil berdiskusi
dengan teman-teman serta tetangganya (sumber: riset pada 3 November

2012).

Sebanyak 47 responden atau sebesar 57,32% mengatakan “tidak” terkait
pertanyaan ini. Mayoritas masyarakat Pekon Kediri seperti Bapak Senen
mengakui bahwa perkembangan informasi pemilukada Pringsewu 2011
didapatkannya dari tokoh masyarakat sekitar (sumber: riset pada 3
November 2012). Informasi itu diperoleh dari kepala pekon, sekretaris
pekon, kepala dusun, pengurus ranting partai politik, serta tokoh
masyarakat lainnya. Kenyataan lain juga didukung informasi yang
didapatkan dari Bapak Kusno yang menjabat sebagai salah satu Kepala
Dusun di Pekon Kediri dan berprofesi sebagai pengurus ranting PDIP.
Menurut beliau, profesinya sebagai pengurus ranting PDIP selalu
memberikan perkembangan informasi terkait pemilukada Pringsewu 2011
khususnya mengenai perkembangan berita partai politiknya (sumber: riset
pada 3 November 2012). Profesi Bapak Kusno sebagai pamong desa pun
tidak dapat dilepaskannya untuk memberikan informasi mengenai

pemilukada kepada warganya.
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Pertanyaan keempat berdasarkan faktor sosial-ekonomi ini terkait
kesibukkan responden sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk
menerima informasi pemilukada dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 41. Sikap Responden Terkait Keterbatasan Waktunya Untuk
Menerima Informasi Pemilukada

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |VYa 34 41,46
2 | Tidak 48 58,54
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 41 in,i dapat diketahui bahwa sebanyak 34 responden
atau sebesar 41,46% mengatakan “ya” terkait pertanyaan ini. Persentase
tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu masyarakat Pekon Kediri
untuk menerima informasi pemilukada ternyata tidak berpengaruh
terhadap perilaku tidak memilih mereka. Mayoritas masyarakat Pekon
Kediri menyatakan bahwa sebenarnya mereka pasti memiliki waktu luang
untuk memperoleh informasi pemilukada dan hanya sebagian masyarakat
yang menyatakan waktu yang dimiliki mereka cukup terbatas sehingga
sulit untuk menerima informasi pemilukada Pringsewu 2011. Kenyataan
mengenai waktu yang terbatas untuk memperoleh informasi pemilukada
ini seperti yang diungkapkan Bapak Slamet yang menyatakan bahwa
kesibukkan aktivitasnya dalam mencari nafkah membuat waktunya
menjadi terbatas dalam mengamati perkembangan informasi pemilukada
baik dari surat kabar maupun televisi serta radio. Bapak Slamet juga
menyatakan apabila dia ada waktu lebih pasti dimanfaatkan untuk
beristirahat di rumah. Informasi mengenai kandidat juga diketahuinya dari

banner atau spanduk yang ada disekitar dan dia juga menyatakan malas
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untuk membeli koran apalagi membacanya (sumber: riset pada 3

November 2012).

Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 48
responden atau sebesar 58,54%. Responden yang menjawab ‘“tidak”
dilatarbelakangi alasan bahwa mereka pasti memiliki waktu luang untuk
memperoleh informasi perkembangan pemilukada Pringsewu 2011.
Menurut Bapak Kusno, informasi yang didapatkan masyarakat Pekon
Kediri dari membaca surat kabar sangat minim dan sebagian masyarakat
juga pasti malas untuk membaca apalagi membeli surat kabar setiap hari.
Informasi yang paling banyak dan sering diluangkan oleh masyarakat
Pekon Kediri diperoleh dari menonton siaran stasiun TVRI maupun
berdiskusi dengan teman, tetangga, serta pamong desa (sumber: riset pada

3 November 2012).

Pertanyaan kelima berdasarkan faktor sosial-ekonomi ini terkait
penghasilan pribadi responden yang tidak dapat mencukupi kebutuhan
hidup sehari-hari. Hasil jawaban seluruh responden terkait pertanyaan ini
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 42. Pandangan Responden Terkait Penghasilan Pribadinya
Tidak Dapat Mencukupi Kebutuhan Sehari-Hari

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%)
1 |Ya 56 68,29
2 | Tidak 26 31,71
Jumlah 82 100

Sumber ; Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012
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Berdasarkan Tabel 42 dapat diketahui bahwa sebanyak 56 responden atau
sebesar 68,29% mengatakan “ya” terkait pertanyaan ini. Persentase
tersebut menunjukkan penghasilan pribadi masyarakat Pekon Kediri yang
tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya berpengaruh
terhadap perilaku tidak memilih mereka. Mayoritas masyarakat Pekon
Kediri seperti lIbu Karsiyam menilai perekonomian keluarganya masih
tergolong menengah ke bawah sehingga dalam sehari-hari terkadang tidak
dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya (sumber: riset pada 3
November 2012). Kenyataan penghasilan masyarakat Pekon Kediri yang
tergolong rendah itu berkaitan dengan kesibukkan mereka untuk tetap
bekerja mencari nafkah saat pemilihan. Menurut Kepala Pekon Kediri,
Bapak Heri Trinaloka, mayoritas dari responden yang menyatakan
penghasilannya rendah ini bekerja di luar Pekon Kediri sebagai buruh
bangunan, buruh pabrik maupun pembantu rumah tangga (sumber: riset

pada 3 September 2012).

Sebanyak 26 responden atau sebesar 31,71% mengatakan “tidak” terkait
penghasilan pribadinya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
keluarganya. Sebagian masyarakat Pekon Kediri seperti Bapak sunarto
menilai kalau perekonomian keluarganya dapat dikategorikan menengah
ke atas dan penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
(sumber: riset pada 3 November 2012). Apabila dikaitkan dengan perilaku
tidak memilih mereka, Bapak Heri Trinaloka juga menyatakan bahwa
sebagian dari mereka tidak memilih bukan disebabkan sibuk bekerja

mencari nafkah saat pemilihan, tetapi memang karena faktor malas
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(sumber: riset pada 3 September 2012). Sikap malas sebagian masyarakat
Pekon Kediri tersebut dapat dikaitkan dengan hilanganya kesadaran
berpolitik maupun hilangnya kepercayaan politik dalam bentuk kandidat

atau partai serta kekecewaan dengan sistem pemilu.

Pertanyaan keenam berdasarkan faktor sosial-ekonomi ini adalah
keterikatan responden oleh waktu kerja mereka sehingga tidak mudah
mendapatkan izin. Hasil rekapitulasi jawaban terkait pertanyaan ini dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 43. Pandangan Responden Berdasarkan Keterikatan Waktu
Kerjanya Sehingga Tidak Mudah Mendapatkan 1zin

No. | Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (%0)
1 |VYa 60 73,17
2 | Tidak 22 26,83
Jumlah 82 100

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Berdasarkan Tabel 43, dapat diketahui bahwa sebanyak 60 responden atau
sebesar 73,17% mengatakan “ya” karena terikat oleh waktu kerja mereka
sehingga tidak mudah mendapatkan izin. Persentase tersebut menunjukkan
keterikatan waktu kerja masyarakat Pekon Kediri berpengaruh terhadap
perilaku tidak memilih mereka sehingga mereka tidak bisa mendapatkan
izin. Mayoritas dari masyarakat Pekon Kediri seperti Bapak Harianto
mengakui bekerja di luar Pekon Kediri dan tidak dapat meninggalkan
pekerjaannya saat pemilihan (sumber: riset pada 3 September 2012).
Sebagian besar dari masyarakat Pekon Kediri tersebut bekerja sebagai
buruh dan karyawan swasta. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari

Kepala Pekon Kediri, Bapak Heri Trinaloka berpandangan bahwa mereka
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yang mengakui sebagai buruh ini kebanyakkan bekerja sebagai buruh
bangunan dan pembantu rumah tangga di Bandar Lampung dan sebagian
kecil juga sebagai buruh pabrik di Jakarta, Tanggerang, dan Bangka

(sumber: riset pada 3 November 2012).

Responden yang mengatakan “tidak™ terkait pertanyaan ini berjumlah 22
responden atau sebesar 26,83%. Sebagian responden yang menjawab
“tidak™ ini dikarenakan mereka sedang libur bekerja saat pemilihan, hal ini
seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wibowo yang menyatakan dirinya
saat pemilihan memang sedang libur bekerja, tetapi dia hanya berdiam saja
dirumah untuk beristirahat (sumber: riset pada 3 November 2012).
Kenyataan ini membuktikan masih adanya kesadaran politik masyarakat
Pekon Kediri yang tergolong rendah. Ketidakutsertaan mereka dalam
pemilihan kepala daerah didasari berbagai alasan, seperti faktor malas,
jenuh dengan banyaknya pemilihan, tidak percaya pada partai politik
maupun kandidat yang diusungnya, dan lain sebagainya. Alasan yang
dinyatakan dari beberapa responden tersebut dapat dikaitkan dengan faktor

psikologis, faktor sistem politik, dan faktor kepercayaan politik.
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D. Pembahasan Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Tidak Memilih/Golput

1. Pembahasan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Tidak Memilih
Masyarakat Pekon Kediri Dalam Pemilukada Pringsewu 2011

Perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada
Pringsewu 2011 dalam penelitian ini sebesar 28,69% atau berjumlah 447
orang dari jumlah keseluruhan, yaitu 1.558 orang yang telah ditetapkan
sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persentase golput ini memang masuk
dalam kategori yang masih wajar, akan tetapi angka golput ini terus
bergerak naik dari pemilihan umum legislatif dan presiden sampai pada
pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2011. Peneliti lebih tertarik
untuk mengetahui dengan jelas terkait alasan dan tujuan yang

melatarbelakangi masyarakat Pekon Kediri tersebut menjadi golput.

Perilaku tidak memilih dari faktor psikologis pada dasarnya
menitikberatkan pada dua aspek penilaian. Aspek pertama terkait faktor
psikologis ini berkaitan langsung dengan ciri-ciri kepribadian seseorang.
Aspek ini melihat kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh,
perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung
jawab secara pribadi, dan semacamnya (Efriza (2012:538). Aspek ini
diaplikasikan dalam bentuk pertanyaan kuesioner terkait penelitian
perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada
Pringsewu 2011 ini. Pertanyaan tersebut menanyakan kepada responden
mengenai pertimbangannya untuk tidak memilih dalam Pemilukada

Pringsewu 2011 lalu terkait tidak ada minat dan tidak merasa terlibat
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dalam persoalan/aktivitas politik. Hasil yang diperoleh dari pertanyaan
tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak
memiliki minat untuk ikut dalam aktivitas politik dan mengakui dirinya
tidak terlibat dalam aktivitas politik. Penyebab rendahnya minat dan
keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik salah satunya berasal dari
penilaian bahwa “apa yang diperjuangkan kandidat dan partai politik tidak

sejalan dengan kepentingan perorangan” (Efriza, 2012:538)

Aspek kedua terkait faktor psikologis ini adalah orientasi kepribadian.
Aspek ini melihat dari perasaan responden yang terbentuk melihat objek
politik secara langsung, seperti rendahnya sosialisasi politik, tidak
merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak
memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, dan pemerintah
tidak berpengaruh terhadap hidupnya. Aspek ini diaplikasikan dalam
bentuk pertanyaan kuesioner. Pertanyaan tersebut menanyakan kepada
responden terkait seperti perasaan jenuh dengan banyaknya pemilihan,
merasakan kandidat kurang dalam melakukan sosialisasi, merasakan visi
misi kandidat kurang relevan dengan harapan atau permasalahan
masyarakat, dan yang terakhir terkait perasaan tidak puas terhadap
aktivitas partai politik. Hasil yang didapatkan, yaitu mayoritas dari
responden merasakan jenuh dengan banyaknya pemilihan dan visi misi
calon yang berkompetisi dianggap tidak relevan dengan permasalahan dan
harapan masyarakat. Masyarakat juga merasakan tidak puas terhadap
aktivitas politik yang ada di sekitar hidup mereka. Mereka menganggap

keputusan politik sering berada di luar kontrol masyarakat dan tidak
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mungkin mampu memengaruhi peristiwa dan kebijakan politik yang ada.
Pemerintah yang notabenenya berasal dari partai politik dinilai masyarakat

tidak memihak dan tidak dapat lagi memengaruhi hidup mereka.

Pertanyaan terkait aspek orientasi kepribadian selanjutnya menyimpulkan
bahwa setengah dari responden atau sebesar 50% responden menyatakan
kandidat/calon yang berkompetisi telah melakukan sosialisasi dengan baik
dan sebaliknya 50% mengatakan kandidat/calon telah bersosialisasi dan
berkampanye dengan baik. Hasil terkait sosialisasi kandidat ini diperkuat
dengan penilaian dari Kepala Pekon Kediri, Bapak Heri Trinaloka.
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heri Trinaloka (3 September
2012), beliau menyatakan bahwa semua kandidat atau calon yang
mengikuti Pemilukada Pringsewu 2011 telah bersosialisasi kepada
warganya dengan baik dan jelas. Beliau juga menyatakan sosialisasi atau
kampanye kandidat yang berkompetisi hanya sebatas sosialisasi di tingkat

kecamatan saja.

Kenyataan di atas tersebut tidak didukung oleh pernyataan salah satu
responden, Bapak Andono yang menyatakan bahwa penilaian terhadap
sosialisasi kandidat tidak dapat terlihat jelas bagi warga yang sibuk bekerja
bertepatan kandidat bersosialisasi, apalagi bagi warga yang bekerja diluar
Pekon Kediri pasti tidak mengetahui sosialisasi kandidat tersebut.
Tanggapan responden mengenai sosialisasi kandidat tersebut berkaitan

dengan visi dan misi yang mereka sampaikan.



136

Faktor psikologis yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini memiliki
pengaruh terhadap perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri.
Besaran pengaruh faktor psikologis ini dapat dilihat berdasarkan
penghitungan rata-rata persentase secara keseluruhan dari lima pertanyaan.
Hasil penghitungan persentase secara keseluruhan terkait faktor psikologis
ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 44. Persentase Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Perilaku

Tidak Memilih  Masyarakat Pekon Kediri Dalam
Pemilukada Pringsewu 2011

No. | Soal Jawaban “ya” Jawaban “tidak”
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
1 1 43 52,44% 39 47,56%
2 2 67 81,71% 15 18,29%
3. 3 41 50,00% 41 50,00%
4 4 67 81,70% 15 18,30%
5 5 75 91,46% 7 8,54%
Rata-rata 59 71,46% 23 28,54%

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Tabel 44 di atas menjelaskan besaran pengaruh faktor psikologis
berdasarkan perhitungan rata-rata dari lima pertanyaan. Hasil persentase
secara keseluruhan menunjukkan bahwa 71,46% faktor ini menyebabkan
perilaku tidak memilih dalam pemilukada Pringsewu 2011. Besaran
pengaruh faktor psikologis ini disebabkan oleh perasaan tidak puas
responden terhadap aktivitas politik. Mereka menilai aktor politik dan
partai politik selalu terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Responden
juga beralasan apabila mereka mengikuti aktivitas politik belum tentu juga

dapat memengaruhi kebijakan politik yang ada. Masyarakat saat ini
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memiliki penilaian bahwa yang diperjuangkan oleh kandidat maupun
partai politik semata-mata hanya untuk kepentingan mereka dan tidak
sejalan dengan kepentingan masyarakat secara perorangan maupun

kelompok.

Penyebab lain berdasarkan faktor psikologis ini adalah terkait penilaian
visi dan misi kandidat yang kurang relevan dengan harapan dan
permasalahan masyarakat dan disebabkan juga oleh perasaan jenuh
responden dengan banyaknya pemilihan. Visi dan misi calon kurang
relevan dengan permasalahan masyarakat, yaitu terkait perbaikan dari
infrastruktur fisik. Masyarakat menilai pembangunan dari segi memang
diperlukan Pringsewu yang baru berdiri tetapi yang seharusnya menjadi
prioritas utama adalah perbaikan dan pembenahan dari infrastruktur non-

fisik, seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Perasaan jenuh dengan banyaknya pemilihan umum yang harus diikuti
mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur,
pemilihan bupati, termasuk juga pemilihan sederhana, seperti pemilihan
kepala desa, ketua RT, dan lain sebagainya. Responden menilai pemilihan
umum tidak berpengaruh bagi hidup mereka dan perasaan jenuh mereka
diakibatkan menurunnya kepercayaan mereka terhadap citra aktor politik
maupun partai politik. Banyaknya pemilihan umum hanya bisa
menghabiskan uang negara karena tidak efisisen dalam segi ekonomi

maupun waktu.



138

2. Pembahasan Faktor Sistem Politik Terhadap Perilaku Tidak Memilih
Masyarakat Pekon Kediri Dalam Pemilukada Pringsewu 2011
Kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dalam sistem politik secara tidak
langsung memiliki keterikatan. Sistem politik tersebut diartikan sebagai
sebuah pemilihan umum karena pemilu/pemilukada merupakan bagian
dari sistem politik. Menurut Tingsten dalam salah satu studinya
menjelaskan bahwa ada hubungan antara sitem pemilu atau sistem
perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh pada persentase kehadiran
dan ketidakhadiran seseorang dalam bilik suara (Efriza, 2012:539).
Perilaku tidak memilih atau golput berkaitan faktor sistem politik ini
mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem
pemilu. Penyebab golput yang dilihat dari sistem politik, yakni melihat
kesulitan masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya kepada para
wakil rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih dinilai kurang
memberikan perhatian pada permasalahan masyarakat lokal khususnya di
desa, dan menilai kepala daerah dan wakil di DPRD tidak aspiratif

terhadap kepentingan masyarakat.

Penyebab golput yang dilihat dari sistem pemilu didapatkan dari penilaian
masyarakat terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang sukar untuk
dimengerti, manfaat memilih dalam pemilukada kurang dimengerti, teknik
pencoblosan sukar dimengerti, masih kurangnya partisipasi perempuan
dalam pencalonan bupati, kinerja panitia penyelenggaraan pemilihan

dinilai tidak menunjukkan demokrasi yang sehat, dan penilaian terhadap
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pemilukada yang tidak membawa perubahan kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Pertanyaan terkait sistem pemilu dapat dilihat dari teknik pencoblosan
yang sukar dimengerti. Mayoritas masyarakat Desa Kediri atau sebesar
73,17% yang golput memahami secara jelas teknik pencoblosan di TPS.
Mereka mengetahui dan memahami petunjuk dan pengarahan dari panitia
penyelenggara yang berada di TPS. Pemahaman responden terkait teknik
pencoblosan ini tidak diimbangi dengan kesadaran berpolitik mereka.
Kesadaran politik yang tergolong rendah ini juga disebabkan kesibukkan
mereka dalam beraktivitas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
Kepala Dusun Kediri Il, Bapak Kusno, beliau mengatakan teknik
pencoblosan selalu disosialisasikan oleh aparat pekon dan tokoh
masyarakat sekitar sehingga mereka tidak lupa mengenai teknik
pencoblosan yang baik dan benar saat berada di bilik suara (sumber: riset

pada 3 November 2012).

Pertanyaan terkait penilaian sistem politik diukur dari pertanyaan
mengenai kesulitan masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya
kepada para wakil rakyat dan kepala daerah dan wakil di DPRD yang
dinilai tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil
yang didapatkan peneliti, masyarakat Pekon Kediri sangat mudah dalam
menyampaikan kepentingannya. Aspirasi atau kepentingan rakyat di
Pekon Kediri dapat disalurkan melalui pengurus ranting partai politik dan

tim sukses wakil rakyat yang ada di sana, serta aparat pemerintah pekon.
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Masyarakat juga menyatakan bahwa mereka sangat mudah
menyampaikan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang ada di
DPRD maupun kepala daerah/bupati. Kepala daerah dan wakil di DPRD
sangat aspiratif dalam menanggapi semua aspirasi masyarakat yang
biasanya disampaikan melalui pengurus ranting maupun tim suksesnya

yang berada di setiap pekon.

Faktor sistem politik yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini
memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak memilih masyarakat Pekon
Kediri. Besaran pengaruh faktor sistem politik ini dapat dilihat
berdasarkan penghitungan rata-rata persentase secara keseluruhan dari
sembilan pertanyaan. Hasil penghitungan persentase secara keseluruhan
terkait faktor sistem politik ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 45. Persentase Pengaruh Faktor Sistem Politik Terhadap

Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Pekon Kediri Dalam
Pemilukada Pringsewu 2011

No. | Soal Jawaban “ya” Jawaban “tidak”
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1. 6 56 68,29% 26 31,71%
2. 7 38 46,34% 44 53,66%
3. 8 22 26,83% 60 73,17%
4. 9 39 47,56% 43 52,44%
5 | 10 37 45,12% 45 54,88%
6. | 11 63 76,83% 19 23,17%
7. | 12 29 35,37% 53 64,63%
8. | 13 61 74,39% 21 25,61%
9. | 14 29 35,37% 53 64,63%
Rata-rata 42 50,68% 40 49,32%

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012
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Tabel 45 menjelaskan besaran pengaruh faktor sistem politik berdasarkan
perhitungan rata-rata dari sembilan pertanyaan. Hasil persentase secara
keseluruhan menunjukkan bahwa 50,68% faktor ini menyebabkan perilaku
tidak memilih dalam pemilukada Pringsewu 2011. Besaran pengaruh
faktor sistem politik ini disebabkan oleh penilaian responden terkait
pemilukada yang tidak membawa perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pemilihan kepala daerah terkadang tidak lepas dari kisruh
dalam bentuk tuntutan dari pihak yang kalah. Tujuan utama dari
pemilukada untuk memberikan kehidupan masyarakat yang sejahtera pun
tidak mampu diciptakan karena kebijakan pemerintah  dan
implementasinya dinilai belum mampu menyelesaikan masalah-masalah
yang dialami masyarakat. Output sistem politik yang dikeluarkan oleh
pemerintah ini dinilai masyarakat sebagai salah satu penyebab mereka

melakukan perilaku tidak memilih terkait sisitem politik.

Penyebab lain dari faktor sistem politik ini mengenai Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) yang dirasakan kurang memberikan perhatian pada
permasalahan masyarakat lokal. DPD dianggap belum mampu menyentuh
permasalahan yang ada di pekon-pekon karena lebih mementingkan
aspirasi dan permasalahan yang berasal dari masyarakat perkotaan. Kinerja
DPD yang tidak memuaskan ini tidak dapat dilepaskan pada kenyataan
bahwa anggota DPD tidak diberikan kewenangan yang memadai.
Kenyataan tersebut menjadi penyebab perilaku tidak memilih masyarakat
Pekon Kediri akibat adanya perasaan kecewa masyarakat terhadap sistem

politik.
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Wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait tahapan penyelenggaraan
pemilu yang sukar dimengerti pun menjadi salah satu penyebab perilaku
tidak memilih. Masyarakat Pekon Kediri menilai tahapan penyelenggaraan
pemilu meliputi pendaftaran calon, masa kampanye, dan jadwal
pencoblosan sukar untuk dimengerti. Masyarakat tidak mengerti
penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan, baik dari
pendaftaran calon maupun masa kampanye. Masyarakat mengakui kalau
dirinya tidak mengetahui atau mengamati perkembangan pemilukada
Pringsewu 2011 dan hanya mengetahui jadwal pencoblosan dari informasi
yang berasal dari aparat pemerintah pekon beserta tokoh masyarakat
lainnya. Informasi ini juga selalu disampaikan oleh pengurus ranting partai
politik yang ada di sekitar Pekon Kediri dengan maksud meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam memilih.

. Pembahasan Faktor Kepercayaan Politik Terhadap Perilaku Tidak
Memilih Masyarakat Pekon Kediri Dalam Pemilukada Pringsewu
2011

Faktor kepercayaan politik sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi
atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu
ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Faktor ini mengetahui
penyebab golput yang melihat dari ketidakpercayaan terhadap saluran
politik dalam bentuk kandidat atau partai politik. Fenomena dalam faktor
kepercayaan politik ini biasanya muncul karena ketidakpercayaan terhadap

saluran politik dan akhirnya adanya keinginan warga negara untuk

melakukan delegitimasi politik terhadap kekuasaan. Ketidakpercayaan
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terhadap saluran politik dalam bentuk partai politik diaplikasikan ke dalam
beberapa bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut kaitan dengan orientasi
isu partai politik yang melihat segi visi dan misi serta kapabilitas dan
akuntabilitas dari partai politik. Bentuk-bentuk pertanyaan yang
berhubungan dengan orientasi isu partai politik, yaitu ketidakpercayaan
pada janji partai politik dan perasaan tidak percaya pada kalangan elit

partai politik.

Ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat
diaplikasikan ke dalam beberapa bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut
diukur dengan orientasi kandidat yang melihat segi kemampuan atau
kredibilitas yang dimiliki kandidat. Bentuk-bentuk pertanyaan yang
berhubungan dengan orientasi kandidat, vyaitu tidak percayanya
masyarakat terhadap janji kandidat yang dapat diwujudkan saat terpilih,
kandidat yang berkompetisi dirasakan kurang dekat dengan masyarakat
atau tidak merakyat, dan kandidat yang berkompetisi dinilai tidak
berkompeten. Masyarakat merasakan kandidat yang berkompetisi tidak

merakyat atau kurang dekat dengan masyarakat.

Pertanyaan terkait aspek orientasi kandidat menyimpulkan bahwa setengah
dari responden atau sebesar 50% responden kandidat yang berkompetisi
dinilai tidak berkompeten dan sebaliknya 50% mengatakan semua
kandidat yang berkompetisi dinilai berkompeten. Sebagian masyarakat
Pekon Kediri yang golput merasakan kecewa karena kandidat yang

berkompeten dan mereka unggulkan tidak ikut berkompetisi dalam
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pemilukada Pringsewu 2011. Sebaliknya, sebagian masyarakat lain merasa
yakin bahwa setiap kandidat memiliki kompetensi tersendiri khususnya
dalam memimpin. Mereka juga tidak mengunggulkan salah satu kandidat,

dengan kata lain mereka mencoba bersikap netral.

Faktor kepercayaan politik yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini
memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak memilih masyarakat Pekon
Kediri. Besaran pengaruh faktor kepercayaan politik ini dapat dilihat
berdasarkan penghitungan rata-rata persentase secara keseluruhan dari
lima pertanyaan. Hasil penghitungan persentase secara keseluruhan terkait
faktor kepercayaan politik ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 46. Persentase Pengaruh Faktor Kepercayaan Politik Terhadap

Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Pekon Kediri Dalam
Pemilukada Pringsewu 2011

No. | Soal Jawaban “ya” Jawaban “tidak”
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
1 15 70 85,37% 12 14,63%
2 16 66 80,49% 16 19,51%
3. | 17 55 67,08% 27 32,92%
4 18 46 56,10% 36 43,90%
5 19 41 50,00% 41 50,00%
Rata-rata 56 67,81% 26 32,19%

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Tabel 46 di atas menjelaskan besaran pengaruh faktor kepercayaan politik
berdasarkan perhitungan rata-rata dari lima pertanyaan. Hasil persentase
secara keseluruhan menunjukkan bahwa 67,81% faktor ini menyebabkan
perilaku tidak memilih dalam pemilukada Pringsewu 2011. Mayoritas

masyarakat Pekon Kediri sudah tidak percaya lagi dengan janji partai
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politik. Responden menilai janji partai politik sebagai sarana untuk
memudahkan mereka dalam mendapatkan perhatian serta suara
masyarakat sebagai pemilih. Partai politik sudah dirusak citranya oleh
sebagian elit partai politik yang tersandung kasus, khusunya korupsi.
Kebanyakkan dari partai politik tidak berpegang teguh lagi pada ideologi
atau paham yang mereka miliki masing-masing. Jadi, janji partai politik
sudah dianggap Masyarakat Pekon Kediri yang golput sebagai

kamuflase/tipuan semata.

Masyarakat Pekon Kediri juga tidak memiliki kepercayaan pada kalangan
elit partai politik. Ketidakpercayaan ini timbul melihat masih maraknya
praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi saat ini di
kalangan elit partai politik. Kepercayaan politik masyarakat Pekon Kediri
yang golput terbentuk berdasarkan penilaian secara umum mengenai elit
partai politik atau dikenal dengan orientasi kandidat dalam teori perilaku
pemilih. Penilaian ini berujung pada terciptanya perasaan tidak percaya
terhadap kalangan elit partai politik yang ada di sekitar mereka, yaitu

kandidat yang berkompetisi pada pemilukada Pringsewu 2011.

Ketidakpercayaan masyarakat Pekon Kediri terhadap elit partai politik
juga diikuti perasaan tidak percaya masyarakat terhadap janji kandidat
yang tidak dapat diwujudkan saat terpilih nanti. Masyarakat Pringsewu
khususnya masyarakat Pekon Kediri menganggap janji kandidat hanya
keperluan untuk kampanye semata. Janji kandidat seharusnya dapat

diwujudkan dalam bentuk “hitam di atas putih”, dengan kata lain
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perjanjian dalam bentuk kontrak politik sehingga menciptakan
kepercayaan dan kesungguhan seorang kandidat untuk menyelesaikan

berbagai masalah yang ada di masyarakat tersebut.

Penilaian masyarakat Pekon Kediri yang golput terkait kurang dekatnya
kandidat dengan masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari sosialisasi
kandidat tersebut. Kandidat atau partai yang bersosialisasi dengan baik
tentunya akan menarik perhatian masyarakat untuk memilih. Semakin baik
salah satu kandidat bersosialisasi dengan masyarakatnya maka semakin
menarik minat masyarakat itu untuk memilih karena rasa simpatik yang
telah terbentuk. Adanya perasaan yang timbul dari dalam masyarakat
Pekon Kediri terkait kurang dekatnya kandidat akan berdampak pada
ketidakpercayaan terhadap janji politiknya, hal ini selaras dengan pendapat
Khoirudin yang menyatakan bahwa fenomena meningkatnya angka golput
harus dipandang dalam dua perspektif, meliputi munculnya
ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan
berakibat pada keinginan warga untuk melakukan delegitimasi politik

terhadap kekuasaan (Efriza, 2012:540).

. Pembahasan Faktor Latarbelakang Sosial-Ekonomi Terhadap
Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Pekon Kediri Dalam
Pemilukada Pringsewu 2011

Faktor latarbelakang sosial-ekonomi merupakan aspek yang menjelaskan

bahwa karakteristik sosial maupun ekonomi pemilin memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap perilaku tidak memilih/non-voting masyarakat.
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Faktor latarbelakang sosial-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini
menekankan pada tiga aspek atau indikator, meliputi tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan dari pemilih tersebut. Faktor
latarbelakang sosial-ekonomi ini didasarkan atas pemahaman bahwa status
sosial dan ekonomi seseorang dapat memengaruhinya dalam berpartisipasi
khususnya dalam aktivitas politik. Perilaku seseorang untuk memilih atau
tidaknya dalam sebuah pemilihan termasuk dalam bentuk partisipasi
politik. Pengaruh latarbelakang sosial-ekonomi terhadap partisipasi politik
tersebut akhirnya akan memengaruhi juga pada perilaku tidak
memilih/golput masyarakat dalam sebuah pemilihan, hal ini juga yang

terjadi dalam Pemilukada Pringsewu 2011 yang lalu.

Latarbelakang status sosial dan ekonomi seorang pemilih dapat
memengaruhi kesempatannya untuk berpartisipasi politik yang pada
akhirnya memengaruhi juga pada perilaku untuk memilih atau perilaku
untuk tidak memilih dalam suatu pemilihan. Dalton (1988:49)
menjelaskan bahwa status sosial yang tinggi dapat membuat seseorang
memiliki ruang gerak atau kesempatan yang lebih dalam berpolitik, seperti
kesempatan memperoleh informasi dan pengetahuan politik, termasuk
keleluasaan dalam mempergunakan hak pilihnya. Faktor sosial ekonomi
pada penelitian ini diaplikasikan ke dalam lima bentuk pertanyaan, yakni
latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki berpengaruh dalam
memaknai manfaat pemilukada, kesulitan masyarakat dalam menerima
informasi pemilukada dari surat kabar dan televisi, masyarakat kurang

dalam menerima informasi pemilukada dari tokoh masyarakat, KPU, dan
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sebagainya, masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk menerima
informasi pemilukada, penghasilan pribadi masyarakat dalam mencukupi
kebutuhan sehari-hari, dan keterikatan masyarakat dengan waktu kerja

sehingga tidak mudabh izin.

Masyarakat Pekon Kediri yang golput menyadari pendidikan yang mereka
miliki tergolong rendah, tetapi mereka mampu memahami makna
diadakannya pemilihan umum/pemilukada. Mereka sadar bahwa
masyarakat tidak dapat hidup tanpa adanya seorang pemimpin dan
diadakannya pemilukada untuk memilih kepala daerah yang dapat
memimpin masyarakatnya agar hidup sejahtera dan teratur. Adanya kepala
daerah yang bersifat definitif dirasakan langsung manfaatnya oleh
masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasi mereka
kepada kepala daerah dan wakil rakyat di DPRD lewat aparat pekon dan
pengurus ranting yang ada di Pekon Kediri. Kenyataan masyarakat Pekon
Kediri yang dapat menilai manfaat pemilukada ini tidak selaras dengan
pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone yang
menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan
lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut,
sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari
politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses
politik (Efriza, 2012:543-544). Pendapat Raymond dan Steven dinilai
tidak relevan dengan penelitian ini. Tingkat pendidikan yang dimiliki
masyarakat belum tentu membatasi mereka dalam mempelajari kehidupan

politik.
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Masyarakat yang golput merasakan mudah dalam menerima informasi
pemilukada melalui surat kabar dan televisi. Menurut mereka, untuk
mendapatkan informasi melalui surat kabar di Pekon Kediri dinilai lebih
banyak dan lebih mudah didapatkan daripada melalui televisi. Kemudahan
mereka dalam mendapatkan akses informasi ini tidak diimbangi dengan
kesadaran mereka untuk membaca. Informasi yang diperoleh dari televisi
mengenai pemilukada Pringsewu 2011 sangat terbatas karena hanya
didapatkan melalui stasiun TVRI saja, sedangkan informasi dari stasiun
televisi lainnya tidak memberitakan mengenai pemilukada Pringsewu

2011.

Perkembangan informasi pemilukada Pringsewu 2011 dari tokoh
masyarakat pun dirasakan sangat mudah didapatkan. Informasi yang
diperoleh itu berasal dari kepala pekon, sekretaris pekon, kepala dusun,
pengurus ranting partai politik, serta tokoh masyarakat lainnya. Kenyataan
ini didukung dengan informasi yang didapatkan dari Bapak Kusno yang
menjabat sebagai salah satu Kepala Dusun di Pekon Kediri dan berprofesi
sebagai pengurus ranting PDIP. Menurut beliau, profesinya sebagai
pengurus ranting PDIP selalu memberikan perkembangan informasi terkait
pemilukada Pringsewu 2011 khususnya mengenai perkembangan berita
partai politiknya (sumber: riset pada 3 November 2012). Profesi Bapak
Kusno sebagai pamong desa pun tidak dapat dilepaskannya untuk

memberikan informasi mengenai pemilukada kepada warganya.
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Faktor sosial-ekonomi yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini
memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak memilih masyarakat Pekon
Kediri. Besaran pengaruh faktor sosial-ekonomi ini dapat dilihat
berdasarkan penghitungan rata-rata persentase secara keseluruhan dari
lima pertanyaan. Hasil penghitungan persentase secara keseluruhan terkait
faktor sosial-ekonomi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 47. Persentase Pengaruh Faktor Sosial-Ekonomi Terhadap

Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Pekon Kediri Dalam
Pemilukada Pringsewu 2011

No. | Soal Jawaban “ya” Jawaban “tidak”
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
1 20 38 46,34% 44 53,66%
2 21 33 40,24% 49 59,76%
3 22 35 42,68% 47 57,32%
4. | 23 34 41,46% 48 58,54%
5 24 56 68,29% 26 31,71%
6 25 60 73,17% 22 26,83%
Rata-rata 43 52,03% 39 47,97%

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Tabel 47 di atas menjelaskan besaran pengaruh faktor sosial-ekonomi
berdasarkan perhitungan rata-rata dari enam pertanyaan. Hasil persentase
secara keseluruhan menunjukkan bahwa 52,03% faktor ini menyebabkan
perilaku tidak memilih dalam pemilukada Pringsewu 2011. Besaran
pengaruh faktor sistem politik ini disebabkan perekonomian keluarga
masyarakat Pekon Kediri yang golput masih tergolong tendah. Kenyataan
penghasilan mereka yang tergolong rendah itu berkaitan dengan

kesibukkan mereka untuk tetap bekerja mencari nafkah saat pemilihan.
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Mayoritas masyarakat yang menyatakan penghasilannya rendah ini

bekerja di luar Pekon Kediri.

Keadaan yang dimiliki mayoritas responden ini membuktikan bahwa status
sosial  berdasarkan tingkat pendapatan ternyata memengaruhi
kesempatannya dalm berpolitik, tidak terkecuali untuk memberikan hak
pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Raymond E.
Wolfinger dan Steven J. Rossenstone dalam Efriza (2012:544)
menyatakan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat
ketidakhadiran menunjukkan arah berlawanan. Para pemilih yang tingkat
pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran
cukup tinggi dan pemilih dengan pendapatan tinggi cenderung

menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah.

Penyebab lain dari faktor sosial-ekonomi ini adalah keterikatan waktu
kerja masyarakat Pekon Kediri yang golput sehingga tidak mudah
mendapatkan izin. Mayoritas dari mereka mengakui bekerja di luar Pekon
Kediri sebagai buruh maupun karyawan swasta. Mereka juga tidak dapat
meninggalkan pekerjaan mereka saat pemilihan. Berdasarkan informasi
yang didapatkan dari Kepala Pekon Kediri, Bapak Heri Trinaloka dan
Kepala Dusun Kediri I, Bapak Kusno. Menurut mereka berdua,
masyarakat yang menyatakan bekerja sebagai buruh ini, mayoritas bekerja
sebagai buruh bangunan dan pembantu rumah tangga di Bandar Lampung
dan sebagian kecil bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta, Tanggerang,

dan Bangka (sumber: riset pada 3 November 2012). Kenyataan ini selaras
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dengan pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone dalam
Efriza (2012:544) yang menyimpulkan bahwa tingkat pekerjaan tertentu
lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga
berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat
kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada
lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan

pemerintah.

. Pembahasan Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Pekon Kediri
Dalam Pemilukada Pringsewu 2011

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Pekon Kediri Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang tidak menggunakan hak pilihnya
dalam Pemilukada Pringsewu 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat Pekon Kediri yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan masyarakat yang
memiliki tingkat kesadaran untuk memilih sebesar 71,31%. Berdasarkan
data tersebut terlihat besaran angka masyarakat yang tidak menggunakan

hak pilihnya atau disebut golput, yaitu sebesar 28,69%

Penelitian ini menggunakan empat faktor penyebab golput, meliputi faktor
psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor
latarbelakang status sosial-ekonomi. Data-data yang didapatkan dari
keempat faktor tersebut dianalisis menggunakan tabel tunggal. Analisis
data tunggal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dan penjelasan

mengenai faktor yang bersifat dominan dalam menyebabkan perilaku tidak
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memilih masyarakat Pekon Kediri. Berdasarkan pemaparan subbab
sebelumnya telah dideskripsikan dan dianalisis hasil pengukuran dari
pertanyaan-pertanyaan terkait faktor psikologis, faktor sistem politik,
faktor kepercayaan politik, dan faktor latarbelakang status sosial-ekonomi.
Hasil keseluruhan terkait empat faktor tersebut pun telah diketahui hasil
persentase rata-rata setiap faktor dalam menyebabkan perilaku tidak
memilih masyarakat Pekon Kediri dalam pemilukada Pringsewu 2011.
Rekapitulasi besaran persentase pengaruh empat faktor penyebab golput
tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 48. Persentase Pengaruh Empat Faktor Terhadap Perilaku

Tidak Memilih  Masyarakat Pekon Kediri Dalam
Pemilukada Pringsewu 2011

No. Faktor Penyebab Persentase Rata- | Persentase Rata-
Perilaku Tidak Rata Jawaban Rata Jawaban

Memilih “Ya” “Tidak”

1. Psikologis 71,46% 28,54%

2. Sistem Politik 50,68% 49,32%

3. Kepercayaan Politik 67,81% 32,19%

4. Latarbelakang Sosial- 52,03% 47,97%

Ekonomi

Sumber : Data Diolah dari Hasil Kuesioner 2012

Tabel 48 di atas menggambarkan bahwa keempat faktor memiliki
pengaruh dalam menyebabkan perilaku tidak memilih masyarakat Pekon
Kediri. Persentase rata-rata jawaban “ya” dari responden menyatakan
bahwa pertanyaan terkait masing-masing faktor tersebut memengaruhi
pertimbangan perilaku tidak memilih responden. Persentase rata-rata
jawaban “tidak” menunjukkan bahwa pertanyaan terkait faktor tersebut

tidak memengaruhi pertimbangan perilaku golput dari responden.
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Faktor psikologis memiliki pengaruh yang paling besar dalam
menyebabkan perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri.
Berdasarkan hasil analisis data tabel tunggal dari lima pertanyaan terkait
faktor psikologis maka didapatkan besaran angka 71,46% sebagai faktor
yang berperan dominan dalam menyebabkan perilaku tidak memilih
masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada Pringsewu 2011. Berdasarkan
hasil secara keseluruhan terkait faktor psikologis yang diukur dengan lima
pertanyaan, didapatkan hasil bahwa perilaku tidak memilih dipengaruhi
oleh perasaan tidak puas terhadap aktivitas partai politik, merasakan visi
misi kandidat kurang relevan dengan harapan atau permasalahan

masyarakat, dan merasakan jenuh dengan banyaknya pemilihan umum.

Faktor psikologis ini mengarahkan bahwa masyarakat merasakan tidak
puas terhadap aktivitas politik yang ada di sekitar hidup mereka. Mereka
menganggap keputusan politik sering berada di luar kontrol masyarakat
dan tidak mungkin mampu memengaruhi peristiwa dan kebijakan politik
yang ada. Pemerintah yang notabenenya berasal dari kalangan partai
politik dinilai masyarakat tidak memihak dan tidak dapat lagi
memengaruhi hidup mereka. Masyarakat menilai apa yang diperjuangkan
oleh kandidat maupun partai politik semata-mata hanya untuk kepentingan
mereka dan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat secara

perorangan maupun kelompok.
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Faktor kepercayaan politik memberikan juga pengaruh perilaku tidak
memilih masyarakat Pekon Kediri. Berdasarkan hasil analisis data tabel
tunggal dari lima pertanyaan terkait faktor kepercayaan politik maka
didapatkan besaran angka 67,81% sebagai faktor penunjang dalam
menyebabkan perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam
Pemilukada Pringsewu 2011. Berdasarkan hasil secara keseluruhan terkait
faktor kepercayaan politik yang diukur dengan lima pertanyaan,
didapatkan hasil bahwa perilaku tidak memilih dipengaruhi oleh
ketidakpercayaan terhadap janji partai politik, ketidakpercayaan pada
kalangan elit partai politik, ketidakpercayaan terhadap janji kandidat dapat
diwujudkan saat terpilih, dan kandidat yang berkompetisi dinilai tidak

merakyat.

Faktor kepercayaan politik ini lebih menekan pada penilaian masyarakat
Pekon Kediri yang tidak percaya lagi dengan janji partai politik.
Masyarakat menilai janji partai politik sebagai sarana untuk memudahkan
mereka dalam mendapatkan perhatian serta suara masyarakat sebagai
pemilih. Partai politik juga sudah dirusak citranya oleh sebagian elit partai
politik yang tersandung kasus, khusunya korupsi sehingga masyarakat
menilai janji partai politik sebagai kamuflase/tipuan semata. Masyarakat
Pekon Kediri juga tidak memiliki kepercayaan lagi pada kalangan elit
partai politik. Ketidakpercayaan ini timbul melihat masih maraknya
praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi saat ini di

kalangan elit partai politik.
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Faktor sosial-ekonomi memberikan juga pengaruh perilaku tidak memilih
masyarakat Pekon Kediri. Berdasarkan hasil analisis data tabel tunggal
dari enam pertanyaan terkait faktor sosial-ekonomi maka hanya didapatkan
besaran angka 52,03% sebagai faktor penunjang dalam menyebabkan
perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada
Pringsewu 2011. Berdasarkan hasil secara keseluruhan terkait faktor
sosial-ekonomi yang diukur dengan enam pertanyaan, didapatkan hasil
bahwa perilaku tidak memilih dipengaruhi penghasilan pribadi masyarakat
yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan adanya keterikatan

waktu kerja sehingga tidak bisa izin.

Faktor sosial-ekonomi ini menekankan pada kenyataan penghasilan
masyarakat Pekon Kediri yang golput masih tergolong rendah, selain itu
berkaitan juga dengan kesibukkan mereka untuk tetap bekerja mencari
nafkah saat pemilihan. Mayoritas masyarakat yang menyatakan
penghasilannya rendah ini bekerja di luar Pekon Kediri. Penyebab lain dari
faktor sosial-ekonomi ini adalah keterikatan waktu kerja masyarakat
Pekon Kediri yang golput sehingga tidak bisa izin meninggalkan pekerjaan
mereka saat pemilihan. Mayoritas dari mereka mengakui bekerja di luar

Pekon Kediri sebagai buruh maupun karyawan swasta.

Berdasarkan pengukuran dari faktor sosial-ekonomi ini juga diketahui
bahwa latar belakang pendidikan formal masyarakat yang rendah tidak
menutup kemungkinan memiliki wawasan mengenai manfaat memilih

dalam pemilukada. Masyarakat Pekon Kediri juga merasakan sangat
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mudah menerima informasi pemilukada dari surat kabar dan televisi.
Perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri tidak dipengaruhi oleh
kesulitan mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat, KPU, dan
sebagainya. Perilaku golput juga tidak dipengaruhi dari waktu luang yang

dimiliki masyarakat Pekon Kediri dalam menerima informasi pemilukada.

Faktor sistem politik memberikan juga pengaruh perilaku tidak memilih
masyarakat Pekon Kediri. Berdasarkan hasil analisis data tabel tunggal
dari sembilan pertanyaan terkait faktor sistem politik maka didapatkan
besaran angka 50,68% saja sebagai faktor penunjang dalam menyebabkan
perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada
Pringsewu 2011. Berdasarkan hasil secara keseluruhan terkait faktor
sistem politik yang diukur dengan sembilan pertanyaan, didapatkan hasil
bahwa perilaku tidak memilih dipengaruhi penilaian masyarakat terhadap
pemilukada yang tidak membawa perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara, penilaian masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) yang dirasakan kurang memberikan perhatian pada permasalahan
masyarakat lokal di desa, dan penilaian terhadap tahapan penyelenggaraan

pemilu yang sukar untuk dimengerti.

Berdasarkan pengukuran dari faktor sistem politik ini juga diketahui
bahwa teknik pencoblosan sangat mudah dimengerti oleh masyarakat,
masyarakat sangat mudah dalam menyampaikan kepentingannya kepada
para wakil rakyat, partisipasi perempuan dalam pencalonan bupati

dianggap sudah cukup, kinerja panitia penyelenggaraan pemilihan sudah
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menunjukkan demokrasi yang sehat, masyarakat mengerti manfaat
memilih dalam pemilukada, dan terakhir adalah kepala daerah dan wakil di

DPRD dinilai sudah aspiratif terhadap kepentingan masyarakat.



